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A. Transliterasi Arab-Latin 
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 




Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B be 
ت Ta T te 
ث ṡa ṡ es (dengantitikdiatas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengantitikdibawah) 
خ Kha kh kadan ha 
د Dal D de 
ذ Zal Ż zet (dengantitikdiatas) 
ر Ra R er 
ز Zai Z zet 
س Sin S es 
ش Syin sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengantitikdibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengantitikdibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengantitikdibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengantitikdibawah) 
xi 
 
ع „ain  apostrofterbalik 
غ Gain G ge 
ف Fa F ef 
ق Qaf Q qi 
ك Kaf K ka 
ل Lam L el 
م Mim M em 
ن Nun N en 
و Wau W we 
ه Ha H ha 
ء hamzah   apostrof 
ى Ya y ye 
 Hamzah (ء) yang t rl tak  i awal kata m n ikuti vokaln a tanpa  i  ri tan a 
apa pun   ika ia t rl tak  i t n a  atau  i ak ir  maka  itulis   n an tan a        
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangya berupa tanda atau harakat, 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
xii 
 
َ ا kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa  an     ai a dan i 
 َو fatḥahdanwau au a dan u 
 Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Hurufdantanda Nama 
 َي… / َ ا …. Fatḥa  anali atau       a dangaris di 
atas 
ي Kasra  an   Ī i dangaris di 
atas 





ام ت  : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي :  amūtu 
4. Tāmarbūṭah 
Transliterasi untuk tā’mar ūṭah ada dua yaitu: tā’mar ūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, danḍammah, transliterasinya adalah (t). sedangkan 
tā’mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā mar ūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
mar ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
 ةض ورل افط لاا  : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
 S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Ara   ilam an kan   n an 
s  ua  tan a tas  ī , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : ra  an  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
xiv 
 
ودع : „ uwwun 
 Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī  
Contoh: 
يهع : „Ali   ukan „Ali  atau „Al   
يبرع : „Ara ī   ukan „Ara i  atau „Ara    
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟ari a    Dalam p  oman translit rasi ini  kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al-  il  u 
 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „    an a berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 





نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n   Al am ulilla    an munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.Contoh: 
 FīẒil l al-Qur‟ n 
 Al-Sunnahqabl al-ta wīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
 Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal    itranslit rasi tanpa  uru   amza   
Contoh: 
 الله هيد  īnull    الله اب   ill        
Adapun tā’mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal la    itranslit rasi dengan huruf (t).contoh:  




Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital 
tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
 Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 
 Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 
 Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
 Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
 A ū Naṣr al-Far  ī 
 Al-Gaz lī 
 Al-Munqiż min al-Ḋal l 
  ika nama r smi s s oran  m n  unakan kata I nu  anak  ari   an A ū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
xvii 
 
 A ū al-Walī  Muḥammad ibn Rus     itulis m nja i: I nu Rus    A ū al-
Walī  Muḥamma    ukan: Rus    A ū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
 Naṣr Ḥ mi  A ū Zaī    itulis m nja i: A ū Zaī   Naṣr Ḥ mi    ukan: Zaī   
Naṣr Ḥ mi  A ū  
B. DaftarSingkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ūwata‟ l  
saw.  : ṣallall  u „alai iwasallam 
a.s.  : „alai i al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafattahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
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 Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam 
suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa dukungan politik sulit di gali dan 
diterapkan, dengan kata lain politik yang mengabaikan hukum Islam akan 
mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Politik (dari bahasa yunani: Politikos, 
yang berarti dari, untuk, atau berkaitan dengan warga Negara) adalah proses 
pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud 
proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Agar memberikan kita pemahaman 
tetang politik hukum islam di Indonesia, 2) Untuk mengetahui tentang bagaimana 
pandangan Nurcholish madjid tentang politik hukum Islam di Indonesia dan 3) 
Menambah wawasan pengetahuan terkait politik hukum Islam di Indonesia. 
Nur Cholis Madjid menyatakan bahwa munculnya gagasan politik hukum Islam 
atau Islam sebagai dasar politik karna bentuk kecenderungan apologetis. Apologi ini, 
tumbuh dari dua jalur. Pertama, apologi karna ideology barat, seperti demokrasi, 
sosialisme, komunisme, dan lain lain sebagainya. Kedua, karna legalisme itu suatu 
apresiasi sebuah legalistis, Islam itu di pandang semata mata sebagai struktur dan 
kum pulan hukum. Dengan demikian, secara principil, konsep politik Islam, menurut 
keyakinan Nur Cholis Madjid adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara 
politik dan agama. Politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya 
rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan 
lain,yang dimensinya spiritual dan pribadi.  
. Politik hukum Islam menurut Cak nur tidak di maksudkan sebagai penerapan 
politik dan mengubah kaum muslimin menjadi politikus. Akan tetapi ia di maksudkan 
untuk menduniawikan nilai nilai yang sudah semestinya dumiawi, dan melepaskan 
umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawi kannya. Dengan demikian 
kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di 
hadapan kenyataan kenyataan material, moral, maupun historis, menjadi sifat kaum 
muslimin. 
Olehnya itu dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan 
pendapat yang lainnya, kemudian di pilih pendapat yang relevan dengan kondisi dan 









A. Latar Belakang 
Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak bisa di pisahkan dalam 
masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa adanya dukungan politik sulit untuk di gali 
dan di terapkan. Jika politik yang mengabaikan Hukum Islam akan 
mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik hubungan antara 
Islam dengan politik maka semakin besar pula peluang hukum Islam untuk di 
aktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, maka semakin 
kecil pula peluang hukum Islam untuk di terapkan.1 
Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring 
dengan politik hukum yang di terapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik 
semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses 
pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalami 
perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur insfratruktur politik 
maupun supratruktur politik dengan dukungan sosial budaya. 
Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman 
pemahaman hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. 
Keanekaragaman yang dimaksud di sini adalah perbedaan pemahaman orang 
Islam di dalam memahami hukum Islam yang memiliki dua kecenderungan, yakni 
hukum Islam di identik dengan syari’ah dan identik dengan fiqh. Ini banyak 
terjadi bukan hanya di kalangan ulama fiqh, tetapi juga di kalangan akademisi dan 
                                                           
1Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta:PT 
Raja Grafindo persada, 2000), h. XII-XIV 
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praktisi hukum Islam. Denga cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran 
hukum Islam dapat di bagi menjadi empat jenis, yakni kitab kitab fiqh, keputusan 
pengadilan agama, peraturan perundang undangan di negri muslim dan fatwa 
fatwa ulama. Ke empat faktor tersebut di yakini dapat memberi sebuah pengaruh 
yang cukup besar dalam proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih 
lagi hukum Islam tersebut telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di 
Indonesia. 
Stigma hukum yang berlaku dapat di kategorikan menjadi hukum adat, 
hukum Islam dan hukum barat. Sedangkan hukum Islam di lihat dari dua segi. 
Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, yang artinya telah di 
kodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Ke dua hukum Islam yang berlaku 
secara normatif, yaitu hukum Islam yang di yakini memiliki sanksi atau padanan 
hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya. 
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut 
perkembangan penerapan hukum Islam, mengalami pasang surut mengikuti arah 
politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan 
tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan 
pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan 
tersebut.2 
Pada masa pemerintahan Belanda misalnya, ada sebuah teori yang sangat 
berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda didalam pembentukan hukum di 
Indonesia yang dikenal dengan teori resepsi. Pengaruh teori resepsi ini masih 
                                                           
2http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-
terhadap-hukum-nasional-indonesia/, diakses pada tanggal 3 April 2012 
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melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan orde lama, 
dan bahkan sampai pada masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967-1998.3 
Namun di Era kenabian pula merupakan era pertama dalam sejarah Islam 
yang di mulai sejak nabi Saw. Memulai dakwah mengajak manusia untuk 
menyembah Allah Swt hingga meninggalnya beliau. Era ini terbagi menjadi dua 
masa, yang keduanya di pisahkan oleh hijrah. Kedua fase itu tidak memiliki 
perbedaan dan kelainan satu sama lain, seperti yang diklaim oleh beberapa 
orientalis. Bahkan fase yang pertama merupakan fase yang menjadi titik tolak 
bagi fase kedua. Pada fase pertama, embrio masyarakat Islam mulai tumbuh dan 
telah ditetapkan kaidah-kaidah pokok Islam secara general. Kemudia pada fase 
kedua, bangunan masyarakat Islam itu berhasil dibentuk dan kaidah-kaidah yang 
sebelumnya bersifat general selesai dijabarkan secara mendetail. Syariat Islam 
disempurnakan dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru dan dimulailah 
pengaplikasian serta pelaksanaan prinsip prinsip seluruhnya. Sehingga tampillah 
Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif.4 
Sejarah dalam pandangan politik lebih terpusat pada fase kedua di 
bandingkan dengan fase pertama. Karna pada saat itu jamaah Islam sudah 
menguasai urusannya sendiri dan telah hidup dalam era kebebasan dan 
independensi. Mereka telah meraih kedaulatannya secara penuh sehingga prinsip 
prinsip Islam sudah dapat di letakkan dalam langkah langkah praktis. Namun ciri 
                                                           
3Munawir Sadzali, Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan pemikiran, (UI 
Press, Jakarta, 1993), h. 2. 
4Muhammad Dhianuddin Rais, al Na dhariyyah al siyasiyah al islamiyah, terj. 




utama yang menandai ke dua fase tersebut adalah sifatnya sebagai fase 
pembentukan dan fase permulaan. 
Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk 
dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan Negara. Islam bukan sekedar 
ajaran ritualitas melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang 
bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan Negara. 
Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga 
aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. 
1. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata mata agama dalam pengertian 
barat, yakni hanya menyangkut antara hubungan antara manusia dan tuhan, 
sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap 
dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk 
kehidupan bernegara. 
2. Berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak 
ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. 
3. Menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan 
bahwa dalam Islam terdapat system ketatanegaraan. 
Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam 
pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antar manusua dengan Maha 
penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat system 




Salah satu akibat yang paling parah di rasakan dari ummat Islam adalah 
mandeg nya perkembangan intelektual ummat Islam, Sampai munculnya tokoh 
tokoh modernis. Namun dalam hal politik sampai lahirnya tokoh tokoh modernis 
yang menyerukan kembali kepada Al-Qur’an dan sunnah seperti Muhammad ibn 
abdul wahab misalnya, belum juga di temukan pembahasan tentang konsep yang 
jelas tentang Negara yang berdasarkan Islam5. 
Indonesia sebagai salah satu Negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, tidak luput dari kemunduran itu. Bahkan menurut Fazlur Rahman puncak 
kemunduran intrlrktual terjadi pada tahun 1945. Hal ini terjadi karna umat Islam 
lebih terkonsentrasi untuk perjuangan melawan penjajahan, atau karna belum 
adanya kesadaran tentag betapa pentingnya pembangunan intelektual agar Islam 
dapat d terjemahkan untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan seperti 
ekonomi, pendidikan, keadilan, dan sosio politik. 
Menjelang di raihnya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun 
modernis, yang berada dalam BPUPKI, badan penyidik usaha persiapan 
kemerdekaan Indonesia  berjuang agar Islam di jadikan dasar Negara di Indonesia. 
Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai 
fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang di dalamnya mengandung 
berbagai agama. Perjuangan nyata ummat Islam adalah dengan mengemukakan 
kata syariat ilslam dalam dasar Negara. 
Perdebatan tentang dasar Negara melahirkan dua aliran politik yaitu Islam 
dan aliran pemisahan antara Negara dan agama, yang memiliki dasar pemikiran 
                                                           
5Ahmad Syafi’I Ma’arif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan 
Masalah Kenegaraan, (Jakarta: LP3ES,1987), h.42 
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yang berbeda. Kelompok Islam berdalih bahwa dari seluruh ayat Al-Qur’an hanya 
sekitar 600 ayat yang berisi tentang kehidupan akherat. Ini membuktikan bahwa 
Islam memprihatinkan kehidupan dunia, maka Islam mestinya menjadi dasar bagi 
berdirinya Indonesia sementara itu kaum nasionalis benpendapat bahwa Indonesia 
memiliki keistimewahan khas, maka gagasan Negara Islam harus di tolak. 
Bachtuar efendy menyatakan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi 
interpretatif, maka Islam dapat berjalan seiring dengan politik modern, dan bias 
pula sebaliknya, tergantung dari jenis Islam manakah yang di ajukan untuk di 
analisis. 
Harun nasution, berkesimpulan bahwa dalam al Qur’an tidak d dapatkan 
ayat yang tegas membicarakan soal pembentukan Negara dan system 
pemerintahan yang harus berlaku dalam Islam. Yang penting adalah di 
laksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat. 
M. Amin Rais, lebih tegas lagi mengatakan bahwa dalam Al-Qur’an dan 
sunnah tidak ada perintah yang menyatakan untuk mendirikan Negara Islam.6 Hal 
ini menunjukkan keabadian wahyu yang di dalamnya memuat etik dasar, serta 
norma norma kemudian menyerahkan hal detail pada akal manusia dengan jalan 
ijtihad. 
Keyakinan Nur Cholis Madjid terhadap prinsip prinsip universal dalam al 
Qur’an adalah puncak spiritual dalam mencari solusi atas ketimpangan Islam dan 
keadilan serta krisis kemanusiaan (human crisis). Ia menggunakan istilah tauhid 
terhadap tema tema yang di rujuk dari Al-Qur’an seperti ibadah, Zakat, Zikir atau 
                                                           
6M. Amin Rais, Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta, (Bandung, Mizan, 
1989), h. 41. 
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Islam, iman dan ihsan sebagai metode pendekatan diri terhadap tuhan. Prinsip ini 
akan memberikan dua implikasi. pertama, memperkokoh kesadaran batin 
manusia, menumbuhkan spiritualitas yang mendalam dan juga menjadi basis etika 
pribadi. Kedua, penekanan kepada kesatuan universal umat manusia sebagai umat 
yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih saying, toleransi dan 
kesabaran. 
Nur Cholis Madjid menyatakan bahwa munculnya gagasan politik hukum 
Islam atau Islam sebagai dasar politik karna bentuk kecenderungan apologetis. 
Apologi ini, tumbuh dari dua jalur. Pertama, apologi karna ideology barat, seperti 
demokrasi, sosialisme, komunisme, dan lain lain sebagainya. Kedua, karna 
legalisme itu suatu apresiasi sebuah legalistis, Islam itu di pandang semata mata 
sebagai struktur dan kum pulan hukum. 
Dengan demikian, secara principil, konsep politik Islam, menurut keyakinan 
Nur Cholis Madjid adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara politik dan 
agama. Politik adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya 
rasional dan kolektif. Sedangkan agama, menurutnya adalah aspek kehidupan 
lain,yang dimensinya spiritual dan pribadi. 
Dari uraian di atas, tulisan ini akan membahas permasalahan politik Islam 
focus pada pemikiran Nur Cholis Madjidtentang politik Islam yang kemudian 
penulis kemas dalam skripsi dengan judul ‘’ANALISIS TERHADAP 
PANDANGAN NURCHOLISH MADJID TENTANG POLITIK HUKUM 




B. Rumusan masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 
disimpulkan beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana politik hukum dalam pandangan Islam? 
2. Bagaimana konsep Nur Cholis Madjid tentang politik hukum Islam? 
3. Bagaimana pandangan Nur Cholis Madjid tentang politik hukum Islam 
dalam konteks Indonesia? 
C. Pengertian judul 
Analisis adalah kajian yang di laksanakan terhadap sebuah bahasa guna 
meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. 
Terhadap berarti kata depan untuk menandai arah.  
Pandangan adalah sebuah homonym karna arti artinya memiliki ejaan dan 
pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. 
Politik, dari bahasa yunani: Politikos, yang berarti dari, untuk, atau 
berkaitan dengan warga Negara adalah proses pembentukan dan pembagian 
kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, 
khususnya dalam negara. 
Hukum adalah peraturan peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku 
manusia dalam lalu lintas hidup. Dalam islam,”Hukum” Adalah menetapkan 
sesuatu atas sesuatu .Secara ringkas ia berarti ketetapan. Hans Kelsen 
mendefenisikan hukum sebagai suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah 
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suatu system aturan. Hukum bukanlah seperti yang terkadang di katakan, sebuah 
peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam 
kesatuan yang di pahami melalui sebuah system7. 
D. Kajian Pustaka 
Buku Buku kajian maupun peneliti peneliti yang membahas tentang analisis 
terhadap pandangan  nurcholis madjid tentang politik hukum Islam belum banyak 
kita jumpai, Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang baru mengenai masalah 
persoalan politik islam di Indonesia.  
Di antara Telaah yang peneliti telah lakukan d antara berbagai karya karya 
yang sudah ada yang di mana dianggap relevan terhadap penelitian ini, Yaitu 
karya karya yang mencoba membahas persoalan politik hukum Islam di 
Indonesia, yang di mana tentunya telah menjadi isu kontemporer, baik itu berupa 
refleksi pemikiran dalam mengukuhkan pemahaman yang telah ada. Dan di antara 
karya karya yang dapat penulis sebutkan ialah: 
1. Bachtiar Effendi, Islam dan Negara; tranformasi pemikiran dan praktik politik 
Islam di Indonesia, yang membahas mengenai masalah persoalan 
perkembangan dan pergeseran pemikiran islam politik di Indonesia. Dalam 
peneritian ini Bachtiar Effendi melacak akar dan memetakan pemikiran islam 
politik di Indonesia. 
2. Greg Barton, yang berjudul gagasan islam kultural di Indonesia, sebuah buku 
yang mengupas tentang gerakan dan pemikiran sekelompok intelektual muslim 
Indonesia yang berpengaruh sejak 1960-an hingga 1990-an. Buku ini 
                                                           
7
 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2014), h. 3-4  
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merupakan hasil penelitian terhadap empat tokoh yaitu, Nurcholish Madjid, 
Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi dan Ahmad Wahib. Pada pembahasan 
mengenai tentang Nurcholish Madjid, Buku ini secara panjang lebar 
memaparkan tentang gagasan gagasannya dalam konteks keagamaan, dan 
sedikit yang secara spesifik membahas tentang pemikiran politiknya. 
Selanjutnya karya Dedy Jamaluddin Malik dan Idy Subandi Ibrahim, Buku 
yang berjudul, Zaman Baru Islam Indonesia. Secara global buku ini membahas 
tentang pemikiran dan aksi politik ke empat tokoh, Nurcholish Madjid, 
Abdurrahman, Jalaluddin Rahmat dan M. Amin Rais. Hanya saja penyajian 
buku ini di kemas dalam bentuk pragmintasi persoalan yang menjadi isu 
nasional dan global, yang kemudian secara bergantian di tanggapi oleh ke 
empat tokoh tersebut. Dalam buku ini, pemikiran politik nurcholish madjid di 
sajikan dalam bentuk wawancara, dengan tema moralitas politik. 
Dari beberapa karya di atas yang penulis telah kemukakan, sebagian besar 
membahas tentang pemikiran nurcholish madjid mengenai politik islam di 
Indonesia, Olehnya itu pada penelitian ini peneliti lebih mengarah kepada 
bagaimana pandangan Nurcholish Madjid tentang politik hukum Islam di 
Indonesia. 
E. Metodologi Penelitian  
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka, yaitu liberary research, yaitu 
penelitian yang di mana di lakukan dengan menelusuri beberapa literatur-literatur 
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tentang analisis terhadap pandangan Nurcholish Mdjid tentang politik hukum 
islam. 
2. Sifat Penelitian  
Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitik, yaitu penelititan yang di 
mana melakukan penelusuran dari berbagai literature dan memberikan gambaran 
serta penjelasan terkait analisis terhadap pandangan Nurcholish Madjid tentang 
politik hukum Islam. 
3. Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam memperoleh 
informasi maupun jawaban yang di perlukan dalam permasalahan ini yaitu: Studi 
kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku 
kerpustakaan, artikel, baik itu berupa data public dan data pribadi guna untuk 
mempermudah penulis dalam memperoleh pengertian khusus, maupun menjawab 
tentang pokok pokok yang di teliti. 
4. Analisis Data  
a) Induktif: adalah cara berfikir untuk memperoleh pemecahan masalah dari               
berbagai pendapat dan literature terkait dengan persoalan politik hukum islam. 
b) Deduktif: adalah cara berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang di ambil 
dari suatu kaidah dan pendapat tentang politik hukum islam. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:J 
1. Agar memberikan kita pemahaman tetang politik hukum islam di Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pandangan Nurcholish madjid tentang 
politik hukum Islam di Indonesia. 
3. Menambah wawasan pengetahuan terkait politik hukum Islam di Indonesia. 
Dan adapun dari kegunaan ini ialah: 
a) Sebagai suatu kegiatan ilmiah,  skripsi ini di harapkan bisa memberi 
konstribusi terhadap pembaca khususnya mahasiswa fakultas syari’ah dan 
hukum terkait tentang politik hukum. 
b) Dari hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan atau rujukan terhadap 
peneliti peneliti selanjutnya terkait dengan politik hukum islam. 




KONSEP CAK NUR TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM 
A. Biografi Cak Nur 
 Nurcholish Madjid adalah putra kelahiran mojoanyar, Jombang, Jawa timur, 
pada tanggal 17 Maret 1939 masehi bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriya. 
Nurcholish Madjid di lahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Anak dari K.H 
Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren tebuireng, jombang yang di dirikan 
oleh pendiri nadaratul ulama (NU) Hadaratus Syaikh Hasyim Asy‟ari, yang di mana 
beliau merupakan salah seorang di antara faunding Father Nadaratul Ulama. 
Semantara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis syarikat 
dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hajjah Fatonah Mardiyah.1 
 Nurcholish Madjid lahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. 
Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah Cak Nur. Keseharian Nurcholish 
Madjid adalah apabila beliau belajar di sekolah rakyat, dan di sore hari itu dia 
mengaji di madrasah al- Wathaniyah, yang di bawah pimpinan oleh ayah kandungnya 
sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, 
sehingga Nurcholish Madjid di masa kecilnya dia lebih memilih membaca kitab-kitab 
yang di miliki ayahnya ketimbang bermain. 
Nurcholish Madjid wafat pada tanggal 29 Agustus tahun 2005, dengan usia nya 
yang 66 tahun. Ia termasuk pula salah satu pemikir Islam di Indonesia yang telah 
mengkontribusikan suatu pemikiran-pemikiran keislaman kontemporer, terkhusus 
                                                           
1Siti Nadroh, Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid, (Jakarta: PT. Raja 
Graffindo Persada, 1998), h.21 
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dengan apa yang pernah ia sebutkan pada tahun 1990 sebagai mempersiapkan umat 
Islam Indonesia memasuki zaman modern. 
Pendidikan dasar Nurcholiash Madjid ia menempuh dua sekolah tingkat dasar, 
yaitu di sore harinya di madrasah al-Wathaniyah yang di kelola oleh orang tuanya 
sendiri dan pada pagi harinya Nurcholish Madjid mengenyam pendidikan di sekolah 
rakyat (SR) DI MOJOANYAR, Jombang. Kemudian Nurcholish Madjid melanjutkan 
ke sekolah menengah pertama (SMP) di kota yang sama. Jadi, sejak di tingkat 
pendidikan dasar, Nurcholish Madjid telah mengenal dua model pendidikan. Pertama, 
pendidikan dengan pola madrasah yang sarat dengan penggunaan kitab kitab kuning 
sebagai bahan rujukannya. Kemudian yang kedua, Nurcholish Madjid juga 
memperoleh pendidikan umum secara memadai, sekaligus berkenalan dengan metode 
pengajaran moderen. Pada masa pendidikan dasar inilah, khususnya di madrasah al-
Wathaniyah Nurcholis Madjid sudah menampakkan kecerdasannya dengan berkali 
kali menerima penghargaan atas prestasinya. 
Dengan basis pengetahuan agamanya yang kemudian mempunyai kemampuan 
untuk menguasai kitab kuning pada tahun 1995, Nurcholish Madjid kwmudian 
melanjutkan pendidikannya ke kulliyat al-Mu‟allim al-Islamiyah (KMI) di pondok 
Pesantren Darussalam, pondok moderen gontor, ponorogo, jawa timur dan kemudian 
ia lulus pada tahun 1960. Menurut kebiasaan yang normal jenjang pendidikan yang 
harus di lalui oleh santri adalah selama tujuh tahun. Namun karena otaknya yang 
cemerlang dan cerdas, Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah atu santri terbaik 
dengan meraih juara kelas sehingga dari satu iya bisa meloncat ke kelas tiga, dan 
mampu merampungkan pendidikannya di gontor kurang lebih lima tahun. Menurut 
pengakuan Nurcholish Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatka suatu 
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pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat menentukan dan memberikan warna 
terhadap perkembangan pemikiran keagamaannya. 
Melihat kecerdasan dan otaknya yang cemerlang rupanya tidak di sia siakan 
oleh pimpinan pesantren Gontor, K.H Zarkasyi, ini di buktikan keinginannya sendiri 
untuk mengirimkan nurcholish madjid ke universitas Al-Ashar, kairo, Setelah 
menamatkan studinya di Gontor. Tetapi, karena di mesir pada saat itu telah 
mengalami krisis terusan suez yang cukup kontroversial, keberangkatan Nurcholish 
Madjid tertunda. Maka sambil menunggu keberangkatannya ke mesir, beliau 
memanfaatkannya dengan mengajar di gontor selama satu tahun. Namun waktu yang 
di tunggu-tunggu untuk berangkat ke mesir tak kunjung tiba.  
Pada akhirnya ia mendengar suatu kabar berita bahwa kala itu mesir sulit untuk 
memperoleh visa, sehingga tidak memungkinkan Nurcholish Madjid untuk 
melanjudkan studynya ke Al-Azhar, kairo. Akan tetapi, K.H Zarkasyi bisa menghibur 
dan tidak kehilangan akal. Lalu ia mengirimkan surat ke IAIN Jakarta dan meminta 
agar murid kesayangannya itu bisa di terima di lembaga Tinngi Islam yang bergengsi 
itu. Berkat bantuan salah satu alumni gontor yang berada di IAIN Syarif 
Hidayatullah, kemudian Nurcholish Madjid di terima sebagai mahasiswa tanpa 
menggendong ijazah negri.2 
Di IAIN Syarif Hidayatullah ini Nurcholish Madjid memilih jurusan yang 
sangat relevan dengan latar belakang pendidikan yang sangat di terimanya. Ia 
kemudian mengambil fakultas adab jurusan sastra arab dan sejarah pemikiran Islam. 
Nurcholish Madjid berhalis menyelesaikan jenjang pendidikan S1 nya pada tahun 
                                                           
2Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia: 




1968, dengan menulis skripsi: Al-Qur’an Lughatan Wa’Alamiyyan Ma’nan, dalam 
artiannya adalah Ál-Qur‟an di lihat dari secara bahasa bersifat local dan dilihat dari 
secara Istilah bersifat global”  
Pada saat menjadi mahasiswa di situ pula lah Nurcholish Madjid berkenalan 
dengan sebuah organisasi kemudian di sana pula nanti iya mengguncang pemikiran 
Islam di tanah air dan di situ pula gebrakan pemikiran Islam di langit Intelektual di 
Indonesia di mulai. Sesuai dengan pribadinya yang suka bereksplorasi, Nurcholish 
Madjid kemudian berjodoh dengan sebuah organisasi Himpunan Mahasiswa Islam 
(HMI), organisasi yang di besarkan sekaligus membesarkannya. Di organisasi HmI 
ini beliau sangat aktif sehingga jenjang organisasi di lalui dengan penuh semangat, 
mulai dari menjabatnya sebagai ketua komisyariat, kemudian menjadi ketua umum 
HmI cabang Jakarta hingga akhirnya berhasil menjadi sebagai ketua umum PB HmI 
periode 1966-1969. 
Pada saat menjabat sebagai ketua umum pengurus besar Himpunan mahasiswa 
Islam atau sering disingkat sebagai PB HmI, Nurcholish Madjid telah menyusun 
sebuah buku materi perkaderan tentang keislaman yang berjudul nilai-nilai dasar 
perjuangan atau di singkat (NDP) yang kemudian di ubah menjadi Nilai Identitas 
Kader atau NIK, dengan adanya buku ini, itu kemudian menjadi bacaan wajib bagi 
kader Himpunan mahasiawa Islam yang menjadi dasar motivasi perjuangan. 
Selesai menjabat ketua umum PB HmI yang ke dua pada tahun 1971, 
Nurcholish Madjid lebih banyak menulis untuk mengaktualisasikan pemikiran 
pemikiran Islam di HmI. Setelah tamat dari kamus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
Nurcholish Madjid bekerja sebagai dosen di almamaternya, mulai dari 1985, ia di 
tugaskan memberikan kuliah tentang filsafat di fakultas pasca sarjana di IAIN Syarif 
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Hidayatullah Jakarta. Bersamaan dengan itu ia pernah juga berkesempatan menjadi 
dosen tamu pada universitas Montreal, Canada, pada tahun 1990 di damping oleh 
istrinya yang mengikuti sebuah program Eisenhower fellowship. 
Sejak bulan maret tahun 1978 ia memperoleh beasiswa dari ford foundation 
guan melanjutkan ke universitas Chicago, dan dari sanalah ia memperoleh Doktor 
dalam bidang Ilmu qalam filsafat dengan predikat summa cumlaude pada tahun 1984, 
dengan disertasinya yang berjudul ibnu taymiyah on qalam and falsafah: A problem 
of reason and relefation in Islam (ibnu taymiyah tentang qalam dan falsafah: suatu 
persoalan antara akal dan wahyu dalam Islam). Selama di universitas Chicago, pada 
tahun 1978-1984, scara leluasa, Nurcholish madjid dapat berjumpa dengan 
perpustakaan Islam klasik dan Islam abad pertengahan yang begitu luas dan kaya 
langsung di bawah montor ilmuan neo-modernis mulai di serap Nurcholish Madjid 
dan pengertian baru neo modernis ini pun nampaknya terakumulasi selama ia 
memperoleh pendidikan S3 nya itu. 
Di latarbelakangi aktivitasnya yang intens di HmI, tidak heran kalau pada tahun 
1967-1999, Nurcholish Madjid terpilih sebagai PEMIAT (persatuan mahasiswa Islam 
asia tenggara). Saat itu nurcholish madjid menjabat sebagai presiden PEMIAT, 
Malaysia berhasil di tarik sebagai salah satu anggota Islam regional tersebut, dan 
ketika itu pula lah beliau pertama kalinya nurcholish madjid berkesempatan pergi 
keluar negeri, yakni ke Malaysia. 
Pada bulan oktober, tahun 1998, Nurcholish madjid berangkat ke amerika untuk 
memenuhi undangan state departemen, dalam rangka mengikuti “professional mudah 
dan tokoh masyarakat”. Karena nurcholish madjid pada decade ini masih sangat 
mencurigai dan sangat anti pada pemikiran barat, maka menurut salah seorang 
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pejabat kedutaan besar amerika serikat, ia di undang sekedar memperlihatkan apa 
yang dia benci selama ini. Kunjungan nurcholish madjid di atas undangan pemerintah 
amerika berlangsung selama lima pecan. Setelah itu nurcholish madjid tidak langsung 
kembali ke tanah air, malainkan ia singgah dan melanjutkan perjalanannya ke timur 
tengah. Seperti di akuinya sendiri,semulanya Nurcholish Madjid kurang bersemangat 
di undang ke amerika serikat dan lebih ingin ke timur tengah. Akan tetapi akhirnya 
nurcholish madjid ke timur tengah selepas dari amerika serikat dengan sisa bekal 
yang ada.3 
Stelah Nurcholish Madjid pulang dari amerika serikat dan timur tengah, ia 
segera bergegas untuk melanjutkan lagi perjalanannya ke tibur tengah yang ke dua 
kalinya. Bedanya, pada gelombang yang ke dua ini, Nurcholish Madjid beserta 
rombongannya yang berjumlah 10 orang anggota PB HmI untuk berhaji, atas 
undangan Menteri pendidikan kerajaan Arab Saudi, Syaikh Hassan Abdullah Ali 
Syaikh, sebagai hadiah atas ketertarikan sang menteri terhadap sebuah gerakan 
kemahasiswaan di Indonesia, seperti yang telah di paparkan Nurcholish Madjid pada 
kunjungan pertamanya. Bersama rombongan haji PB HmI ini, Nurcholish Madjid 
melanjutkan ke Riyadh, madinah, mekkah, kemudian ke Khartoum untuk berdialog 
dengan Hassan Turabi dari Umin University. Rombongan ini kemudian melanjutkan 
perjalanan ke irak, mesir, libanon, dank ke Pakistan.4 
Selain itu, Nurcholish Madjid juga pernah meneliti karir di dunia pers sebagai 
pemimpin umum majalah member sekaligus pemimpin redaksi majalah forum pada 
tahun 1971-1974, sambil tetap member kuliah di IAIN ciputat. Bersama sama dengan 
                                                           
3Anas Urbaningrum, Islam Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta: 
Republika, tahun 2004), h. 37-38 
4Anas Urbaningrum, Islam Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, (Jakarta: 
Republika, tahun 2004), h. 39-40 
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temannya di Jakarta, ia memberikan dan memimpin LSIK (Lembaga Study Dan 
Ilmu-ilmu Kemasyarakatan) pada tahun 1984-1987. Ia juga bekerja sebagai peneriti 
pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Sejak tahun 1978. Sedangkan 
pada tahun 1986, dan bersama beberapa tokoh pemikiran lain, ia mendirikan dan 
langsung memimpin yayasan wakaf paramadina. Yang di maksud paramadina di sini 
ialah nama yang di ambil dari bahasa sansekerta (prama) yang berarti utama atau 
unggul. Sedangkan dina di adopsi dari bahasa arab din, yang berarti agama. Jadi 
paramadina adalah agama pertama dan utama. Yang menurut pemaparannya 
merupakan lembaga atau tempat beliau dan teman temannya dengan bebas dan 
leluasa mengembangkan wawasan dan fikiran, karena sesuai dengan tujuan awal 
pendiriannya adalah sebagai gerakan intelektual Islam di Indonesia untuk 
mewujudkan mayarakat yang beradab. 
Pada tahun itu juga, Nurcholish Madjid menjadi salah seorang peserta SSRC 
(Social Science Research Counc) di new york, amerika serikat, sampai pada tahun 
1988. Selanjutnya pada tahun 1990 ia bersama istrinya menjadi peserta Eisenhower 
Fellowship di Philadelphia, amerika serikat, yang kemudian pada tahun 1991-1997 
telah menjadi anggota dewan pers. Satu tahun setelah itu, yakni pada tahun 1992-
1995, Nurcholish Madjid tercatat sebagai salah seorang anggota, steering commite, 
the aga khan award for architecture. Kemudian pada tahun 1993 ia menjadi anggota 
Komnas HAM ( Komite Nasional Hak Asasi Manusia), yang akhirnya juga sebagai 
anggota dewan riset nasional pada tahun 1994, pada tahun 1995, Nurcholish Madjid 
menerima “hadiah budaya” dari ICMI pusat sebagai MPR-RI.5  
 
                                                           
5
 Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantar, can nur, Islam Agama Peradaban 
Membangun Makna Relevansi Islam Dalam Sejarah. OP. Cit., h. vi   
20 
 
B. Perjuangan dan Karya-Karya Cak Nur 
 Nurcholish Madjid merupakan lokomotif pembaharuan pemikiran Islam di 
Indonesia yang pemikirannya tidak jarang menjadi sebuah acuan bagi kalangan 
pemnaharuan modernis muslim di negeri ini. Pikiran-pikirannya pun terkadang sangat 
kontroversial, sehingga pada tahun 1970-an dapat di sebut sebagai tokoh kontroversi. 
Di sisi lain ada pula yang menyebutnya natsir muda, sebuah sebutan yang di 
hubungkan dengan nama salah seorang tokoh partai masyumi yang berpandangan 
modern yaitu Muhammad natsir. 
Sebagaimana telah di singgung di bagian depan, Nurcholish Madjid bersama 
sejumlah tokoh, mendirikan yayasan paramadina. Sejauh ini, dapat di katakana 
bahwa Nurcholish Madjid adalah symbol personal dan mascot dari lembaga ini. 
Paramadina sebagai pusat kajian ke Islaman, menawarkan citra baru Islam inklusif 
dan menghadirkan perspektif baru dalam menelaah problem kemanusiaan 
kontemporer.  
Dengan platfromm dan visi paramadina semacam itu, Nurcholis Madjid 
mengembangkan secara konsisten jalur intelektualnya. Karya-karya intelektualnya 
kini identik denmgan produktivitas lembaganya. Dengan model semacam ini 
paramadina bukan saja muncul sebagai semacam aliran tersendiri dalam mengkaji 
agenda keislaman dan kebangsaan, melainkan juga mempunyai wibawa keilmuan 
yang tinggi. Sebagai lembaga pemikiran paramadina telah melembaga. Akan tetapi 
sebagai merek atau mazhab pemikiran, paramadina hamper-hampir mencerminkan 
pribadi Nurcholish madjid sendiri. 
Pada tanggal 3 januari 1970 Nurcholish Madjid di undang mengisi acara 
pertemuan silaturahim antara para aktifis dari empat organisasi Islam yaitu persami, 
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HmI, GPI dan PPI yang di selenggarakan oleh ppi cabang Jakarta. Dalam acara ini 
sebenarnya yang di minta untuk membawakan sebuah ceramah adalah dr.alfian, tetapi 
pada saat itu ia sedang sakit, maka Nurcholish Madjid yang di minta sebagai 
pembicara pengganti. Untuk acara silaturahim ini Nurcholish Madjid menulis sebuah 
artikel yang berjudul „keharusan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi 
umat‟ yang kemudian melahirkan sebuah perdebatan yang besar mengenai 
sekularisasi, dan sekularisme. Ahmad Wahid dalam catatan hariannya, pergolakan 
pemikiran Islam menganggap Nurcholish Madjid telah berubah dari seseorang 
pemikir Islam yang konserfatif kepada pemikiran liberal. 
Menurut budi munawar Rahman, Nurcholish Madjid tidaklah mengalami suatu 
perubahan, akan tetapi artikel tersebut merupakan lanjutan dari pemikir sebelumnya, 
sebab artikel ini menggambarkan persoalan-persoalan yang mendesak untuk di 
pecahkan, Khususnya menyangkut integrasi umat akibat terpecah belahnya oleh 
paham paham partai politik. Nurcholish Madjid dengan “sekularisasi dan  Islam yas, 
partai Islam no” hendak mengajak umat Islam untuk mulai melihat kemerdekaan-
kemerdekaan berfikir dan kreatifitas yang telah terpasang, karena itu iya 
menyarankan kebebasan-kebebasan berfikir, sikap terbuka dan kelompok pembaruan 
liberal dan bisa menumbuhkan suatu istilah sendiri „daya pukul psikologi‟ yang dapat 
memunculkan pikiran pikiran yang segar. 
Respon artikel-artikel Nurcholish Madjid yang terbit pada tahun 1970-1972 
sangat keras dan memicu kontroversi berkepanjangan. Tetapi respon inilah yang 
membuat Nurcholish Madjid terkenal di seluruh Indonesia dengan pro-kontranya. 
Budhy Munawar Rahman berpandangan bahwa, sebenarnya Nurcholish Madjid 
hanya melakukan kesalahan taktis sebagaimana yang terjadi pada tanggal 3 januari 
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tahun 1970. Menurut Nurcholish Madjid, jika ia bisa kembali ke zaman itu, ia pasti 
menggunakan pendekatan pendekatan yang pernah di lakukan sebelumnya, yaitu 
penetrasi secara perlahan-lahan atau metode penyelundupan di dalam 
memperkenalkan gagasan-gagasan baru.6 
Sebagai seorang tokoh pembaruan, Nurcholish Madjid selalu mengekspresikan 
pemikirannya dalam bidang keislaman, politik Islam,moral dan kemasyarakatan 
dalam berbagai media antara lain kompas, panji masyarakat, pelita, suara 
pembaharuan, republika, majalah ulumul qur‟an, prisma dan amanah. Tulisannya 
juga selalu menghiasi lembaran majalah politik, misalnya adil, forum, gatra, matra, 
tempo dan lain-lain sebagainya. 
Nurcholish Madjid adalah seorang penulis produktif prestasi dalam menulis itu 
bukanlah di raihnya secara spontan dalam waktu yang singkat pula, akan tetapi semua 
itu, akan di raih setelah melalui pergolakan pemikiran dan masa perjuangan yang 
sangat melelahkan. Kontemplasi renungan-renungan yang di tempuhnya, selalu di 
pengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Dengan kata lain Fazlur Rhman boleh di 
katakan sebagai guru utama yang penting dalam pematangan Intelektualnya. 
Proses pematangan tulisan-tulisannya, juga di latarbelakangi oleh pembenturan 
pribadinya dengan persepsi terhadap kenyataan sosial politik yang di hadapinya. Hal 
ini dapat di lihat dari fenomena ia tidak akan menyaksikan ketegangan  relasi antara 
Islam dan negara, di satu sisi maupun di sisi yang lainnya. Harapan akan bentuk relasi 
antara dua kekuatan yang dalam keyakinannya akan bisa mengisi masa transisi proses 
                                                           
6Di tulis Oleh Budhy Munawar Rahman , dalam kata pengantar Budhy Munawar 
Rachman dan Eliza Peldi Taber, Satu Menit Pencerahan Nur Cholish Madjid, cet. Ke-1 
(Bandung, paramadina, 2013), h. xix-xxiv 
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pembentukan formal politik pembangunan yang di rekayasa oleh pemerintahan orde 
baru. 
Itulah sebabnya, renungan Nurcholish Madjid muda, seperti tampak pada 
tulisannya yang di muat pada pos bangsa, tribun dan mimbar sekitar tahun 1970-1980 
merupakan contoh dari perenungan dalam merespon teori pertumbuhan yang di 
perdebatkan pada masa pembangunan politik ekonomi orde baru. Tulisannya juga 
pada waktu itu di bicarakan bagaimana komitmen seorang intelektual muda Islam 
yang hadir dalam kapasitasnya sebagai pembela kaum yang lemah, sebelum ia 
menjadi teolog dan filosof Islam saat ini. 
Beberapa karya-karya Nurcholish Mdjid yang dapat di paparkan antara lain: 
1. Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan. Bandung Mizan, 1987 
2. Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan-Bintang,1968. 
3.  Islam Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 2008. 
4. Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan,1993. 
5. Pintu-Pintu Menuju Tuhan. jakarta: Paramadina, 1994. 
6. Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan visi BarU Islam    Indonesia. 
Jakarta: Paramadina, 1995. 
7.  Masyarakat Religius. Jakarta: Paramadina, 1997. 
8. Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam 
Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995. 
9. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia. Jakarta: 
Paramadina, 1997. 
10. 30 Sajian Rohani, Renungan di bulan Ramadhan, Bandung: Mizan, 1998. 
11.  Perjalanan Religius Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, 1997. 
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12.  Bilik-Bilik Pesantren, Jakarta: Paramadina, 1997. 
13.  Cita-Cita Politik Islam, Jakarta: Paramadina, 1999. 
14. Cendikiawan Religius Masyarakat, Jakarta: Tekad dan Paramadina, 1999. 
15. Peran-Peran Taqwa: Kumpulan Khutbah Jum’at di Paramadina, Jakarta: 
Paramadina, 2000. 
16. Perjalanan Religius Umrah dan Haji, Jakarta: Paramadina, 2000. 
17.  Fatseon Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2002. 
18.  Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, 
Kumpulan Dialog Jum’at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2002. 
19. The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia, 
Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003. 
20. Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia, 2004. 
 Karya-Karya Nurcholish Madjid ini terutama berisi pemikiran Islam dan 
kontek integrasi keislaman ke indonesiaan-kemoderenan. Adapun karya beliau yang 
erat kaitannya dengan judul ini adalah Islam agama peradaban membangun makna 
dan relevansi doktrin Islam dalam sejarah, Islam kemoderenan dan keindonesiaan, 
Islam doktrin peradaban, dan Cita-Cita politik Islam. 
C. Peran Islam Dalam Proses Politik di Indonesia 
 Berbicara tentang Islam du Indonesia, termasuk hal yang tidak begitu mudah, 
sebab agama termasuk masalah peka. Kosakata politik di Indonesia itu di perkaya 
dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongannya) yang melukis sebuah 
kepekaan politik di Indonesia. Dengan demikian pula kita masih boleh mengatakan 
bahwa, masih ada ruang bagi pembahasan masalah-masalah keagamaan, selagi tidak 
mengganggu sebuah ketenangan dan stabilitas politik, sesuatu yang di dambakan 
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sdemikian rupa oleh mereka yang memandang perlunya suatu pembangunan yaitu 
pembahasan yang tidak ilmiah. 
Di Indonesia pada tahun 1970-an, mulai melewati suatu keadaan yang penting 
yang belum d dahas dalam sejarahnya sebagai mana bangsa yang sudah merdeka. 
Yakni dawarsa, di mana saat Indonesia menyaksikan untuk pertama kalinya muncul 
sejumlah lulusan universitas. Yang relevan dengan pembicaraan kita ialah sebgaian 
besar lulusan yang berlatarkan Islam. Dengan pernyataan seperti ini dapan 
menimbulkan suatu masalah. Jika, sebagaimana seorang di nyatakan oleh pemimpin-
pemimpin Islam, yang mayoritas rakyat Indonesia menganut agama Islam, maka, 
mengatakan bahwa sebagian besar lulusan universitan muslim itu berlebihan. Namun 
dalam realitanya, hal itu ada juga benarnya, sebab pengamat dapat membedakan 
antara muslim sejati dan muslim nominal.  
1. Dampak Pendidikan Kolonial 
 Penggunaan istilah intelektual, dapat menimbulkan sebuah masalah, di mana, 
ketika Istilah itu di pergunakan secara bebas untuk menunjukkan ke kelas yang 
berpendidikan “moderen” atau barat, tanpa bermaksud bahwa mereka yang terdidik 
dalam sebuah system tradisional, Islam bukanlah intelektual. Ada banyak implikasi-
implikasi dalam kemunculan sebuah intelektual “moderen” muslim. Dalam artian 
gejala ini bisa kita nilai ketika kita proyeksikan ke dalam sejarah panjang Islam 
Indonesia di bawah sebuah pemerintahan colonial (Vercenigde Oost Indische 
Compagnie, atau perusahaan india timur). Sejarah colonial di mulai dengan 
berkuasanya VOC yang hamper tidak memperhatikan masalah pendidikan, dan 
sedikit kesempatan pendidikan yang di berikannya terbuka hanya untuk orang orang 
Kristen eropa maupun pribumi. Suatu bukti awal di perhatikannya pendidikan untuk 
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orang orang muslim terdapat dalam suatu intruksi gubernur Jendral Daendels pada 
tahun 1808, akan tetapi tidak ada suatu bukti yang di temukan tentang di 
laksanakannya intruksi itu. Dalam suatu undang-undang pemerintahan hindia 
belandan 1808 menandai suatu perubahan resmi sikap. Namun, rencana-rencana yang 
di dasarkan pada undang undang itu, tidak pernah terwujud, sejauh menyangkut 
pendidikan pribumi.7  
Perubahan nyata baru terjadi pada zaman “kebijaksanaa etis” pada tahun 1901. 
Inilah sebuah kebijaksanaan colonial yang bersumber agak manusiawi, yang dapat 
menyatakan bahwa belanda berutang budi ke Indonesia atas keuntungan keuntungan 
masa lalu yang telah di perolehnya dari Indonesia. Kebijaksanaan etis itu, yang pada 
hakikatnya merupakan suatu program kesejahteraan yang berupaya memacu dan 
mengarahkan kemajuan ekonomi, politik, dan sosial. Yang sangat berkaitan dengan 
pembahasan kita ialah sebuah perhatian besar yang di berikan kepada pendidikan 
gaya barat, dan hal ini menyebabkan semakin banyak orang Indonesia memasuki 
sekolah sekolah umum. Namun, ketika di bandingkan dengan jumlah keseluruhan 
penduduk Indonesia, jumlah itu masih sangat kecil sekali, bahkan yang lebih kecil 
ialah jumlah pelajar dari kalangan muslim santri. Hal ini sebagian dapat di sebabkan 
oleh system deskriminatif pendidikan, dan sebagian di sebabkan oleh politik non-
koperatif para ulama terhadap pemerintah colonial.  
Dengan demikian pula, akibat puncak pendidikan kolonial ialah melebarnya 
jurang antara rakyat yang berorientasi Islam dan elite tradisional, priyai, yang 
kebanyakan terdiri dari orang orang Indonesia berpendidikan barat. Interposisi elite 
tradisional dan cina cenderung menyamarkan peranan belanda sebagai pengisap 
                                                           
7Amri Vandenbosch, The Dutch East  Indies (Berkeley: University of California 
Press, 1942), h. 198-199 
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tenaga pribumi. Inilah penyebab, sejak permulaannya, “gerakan nasionalis di 
Indonesia bercorak anti colonial, anti cina, keislaman, dan sosialis.”8 
Islam segera menjadi senjata ideologis dari berbagai gerakan melawan para 
penjajah “kafir” dan sebuah gerakan keislaman untuk membantu dan memajukan 
suatu kepentingan para santri sebagaimana yang terjadi pada SDI (Serikat Dagang 
Islam), 1905, sebagai suatu gerakan massa pertama yang besar di organisasi secara 
politik dengan mudah di tafsirkan dengan nasionalisme yang kuat. Pertentangan 
antara nasionalisme keislaman dan keningratan tradisional di tegaskan oleh 
penentangan kuat terhadap gerakan itu yang di lancarkan oleh pejabat pemerintah 
dari kalangan orang orang ningrat Indonesia. Kaum priyayi merasakan bahwa 
gerakan nasionalis Islam menyerang privelese mereka. Penentangan itu di lakukan 
untuk melestarikan diri.9 
Perhatian yang kian besar dari pemerintah terhadap meningkatnya 
fundamentalisme Islam, dan tindakan intensif dari pihak yang berwenang Indonesia 
untuk menghentikan ekspresi Islam yang radikal, mengkritik pemerintahan, telah 
muncul pada tahun tahun belakangan ini, dan tidaklah terlalu dramatis untuk d 
katakan, kiranya bersifat sentral bagi kebangkitan politik Islam di Indonesia. 
2. . Keterlibatan Santri dalam Birokrasi 
Keterlibatan santri dalam suatu pemerintahan dan birokrasi tidak berarti bahwa 
mereka mencampakkan semua aspirasi politik yang lama mereka perjuangkan. 
Malah, sebagian besar dari mereka mulai melihat suatu jalan yang baru untuk 
mewujudkan aspirasi mereka, da nada pula bagian dari mereka yang mendapatkan 
                                                           
8John W. Henderson, Et al Area Handbook For Indonesia (Washington D.C: 
American University, foreign Area Studies, 1970), h.44 
9George Mc Turman Kahin, Nasionalism and Revolution  in Indonesia  (Ithaca, N.Y: 
Cornell University Press, 1970), h. 67-68  
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sebuah keuntungan dengan bekerja dari dalam. Pada permulaan keterlibatan mereka 
dalam birokrasi dan perusahaan lain pemerintah, dampak pada kehadiran mereka 
sangat kecil, dan sangat teradsa hanya pada tingkat perseorangan. Akhir-akhir ini, 
setelah dea dawarsa terlibat dan berpartisipasi aktif, dampaknya mulai terasa pada 
tingkat sistemis sebagai hasil kerja suatu system. Semangat pada teknokrat yang 
berorientasi pada Islam yang kebetulan sebagian besar memiliki suatu latar belakang 
pengalaman politik yang sama melalui organisasi-organisasi kemahasiswaan yang 
kebanyakan berasal dari mulai bekerjanya sebagai kekuatan pengikat di kalangan 
mereka. Sejauh menyangkut tentang Islam, dampak sistemis peranan berkembangnya 
intelektual-intelektual (santri) ialah sebuah proses naiknya dari Islamisasi lebih 
lanjutnya negri ini yang kini tampak sesuai dengan momentum. 
Tidak di ragukan bahwa bekerja dari dalam itu dapat menjadi sebuah sumber 
kekecutan hati. Keterpesonaan rakyat terhadap pemerintah itu sudah bukan hal yang 
asing lagi. Namun, tidak seperti badan usaha swasta yang mengadapi keengganan 
para pelanggan, hamper semua pemerintah tampak tidak mampu mengoreksi diri. 
Aparat-aparat birokrasi yang di tempatkan oleh pemerintah sangat tentu terdorong 
untuk memelihara statusquo dan menahan upaya-upaya pembaruan apa pun. Dan 
kekuasaan membuat suatu undang undang, sudah tampak jelas dari penampilannya, 
dan lebi peka terhadap suatu tekanan dari kelompok kelompok tertentu ketimbang 
terhadap kepedulian dan lebih umumnya terhadap masyarakat yang banyak. Dalam 
kondisi-kondisi yang seperti itu, tidaklah mengherankan apabila rakyat kian melihat 
ke cara cara yang baru tang tidak konvensional lagi untuk memperbarui 
pemerintahan. Dengan adanya korupsi yang menjadi-jadi, apa yang dapat dan harus 
di lakukan oleh rakyat, yang menghendaki suatu pemerintahan yang bersih, untuk 
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memperbaiki situasi yang seperti itu. Suatu pengertian yang baik tentang sutau 
masalah masalah pemerintah, analisis tentang cara-cara utama mengatasi masalah itu, 
dan memastikan titik focus dengan cara yang memberi harapan. Yakin dan percaya, 
bahwa, kita semua pernah mendengar dan membaca sebuah kisah yang menakutkan 
mengenai kemubaziran, korupsi, dan ketidakefisienan pemerintah di negara yang 
berkembang. Namun demikian, kasus di Indonesia ini dapat kita katakana sebagai 
kasus yang bersifat khusus. Hal ini, di katakan demikian karna kompleksitas luar 
biasa bangsa ini. Dengan luas wilayahnya sekitar dua juta kilometer persegi , yang 
terdiri dari 13.667 pulau dengan berbagai ukuran, bentuk, dan kepadatan populasi, 
serta dengan penduduk sekitar 150 juta orang tahun 1985,kurang lebih 250 juta, tahun 
2007 redaksi, Indonesia adalah, suatu negara kepulauan lautan yang terbesar, unit 
politik ke sepuluh yang terbesar di dunia, dan merupakan suatu negara yang kelima 
terpadat penduduknya. Namun, denga adanya beragam kelompok etnis dan orientasi 
kultur local, Indonesia selalu menghadapi masalah masalah nasional yang sangat 
kompleks. Dengan demikian, sejauh menyangkut sebuah gagasan untuk memiliki 
pemerintahan yang bersih, korupsi menjadi jadi tampaknya bukanlah masalah 
pemerintah sendiri, akan tetapi benturan yang berkesinambungan antara kepentingan-
kepentingan khusus dari begitu banyak kelompok sosial, politik, kultural, dan 
keagamaan, mengingat kepentingan-kepentingan itu menembus setiap program 
pemerintah, militer dan sipil, serta setiap tingkat pemerintah pusat maupun local. 
Jadi sudah jelas bahwa, tidak ada pendekatan pendekatan yang sederhana untuk 
memperbarui administrasi dan menciptakan suatu pemerintahan yang bersih. Dengan 
pernyataan yg seperti ini tentu bukanlah suatu masalah mendukung atau 
menentangnya pemerintah, sebab jublah besar ca,mpur tangan pemerintah sangat di 
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perlukan bagi negara sekompleks Indonesia. Dan yang dibutuhkan adanya identifikasi 
perubahan-perubahan sosial sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
rakyat dengan pengorbanan-pengorbana yang wajar. Salah satu jalan yang baik 
adalah mengakumulasi pengalaman-pengalaman teknikal dan mengumpulkan sebuah 
informasi melalui riset. Tentu dengan hal ini bukanlah suatu pilihan yang muluk-
muluk, bukan pula suatu upaya yang cepat menghasilkan. Namun, dengan 
mempertimbangkan dimensi waktu investasi apapun yang selalu melibatkan prinsip 
penundaan pemuasan kerja keras. Sebagai ganti mengambil jalan tengah untuk 
menggalang solidaritas emosional yang sifatnya selalu memiliki orientasi negatif, 
sebagian intelektual santi yang baru muncul tampaknya tertarik pada aktifitas 
pemecahan masalah.  
Adapun cara yang lain di lakukan untuk menciptakan suatu pemerintahan yang 
bersih ialah memperkuat sebuah orientasi etika yang berdasarkan agama. Sudah tepat 
ketika di katakana bahwa Indonesia adalah negara yang menganut mayoritas umat 
Islam maka sangat d harapkan untuk memanfaatkan sumber ajaran Islam untuk 
orientasi-orientasi etikanya. Sebagian nilai Islam maka sudah terdapat dalam sebuah 
ideologi nasional, terkhusus nya pancasila itu sendiri. Namun, realitanya adalah 
negara Indonesia adalah negara muslim yang sedikit terislamkan terislamkan di 
dunia. Pernyataan yang agak kontradiktif ini tidak seluruhnya tanpa dasar.  
Dengan demikian, proses islamisasi lebih lanjut di negri ini yang sebafaimana 
telah di sebutkan tadi, itu sangat relevan dengan pembicaraan kita, namun, demikian 
bukanlah tidak dapat di elakkan bahwa, bahkan suatu negara muslim seperti 
Indonesia, proses lanjut suatu Islamisasi damai diterima dengan hangat. Dalam satu 
hal, dan dapat di sayangkan bahwa prientasi keislaman yang kuat dapat di kaitkan 
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dengan oposisi terhadap pemerintah. Dengan hal yang demikian tidaklah heran sebab 
Islam Indonesia, sebagaimana telah di kemukakan tadi, memainkan suatu peranan 
konsisten sebagai ideologi terhadap kolonialisme. Peranan itu menimbulkan 
kemerdekaan nasional. Karena kaum muslim mengemukakan gagasan politik yang 
tidak semuanya sebangun dan serupa dengan tuntutan praktis republik ini, maka 
tumbuhlah prasangka antara politik yang berorientasi Islam dan pemerintah yang 
berorientasi nasional. 
Dalam meredakan sebuah prasangka yang timbul antara pemerintah dan rakyat 
yang berorientasi keislaman, penting kiranya ketika Islam di Indonesia di defenisikan 
secara inklusivistis. Dengan semikian symbol-simbol Islam harus terbuka dan mampu 
di mengerti oleh semua umat muslim, daik itu di dalam maupun di luar pemerintah. 
Hal ini bukanmerupakan suatu dalih untuk melakukan sebuah kompromi dan 
meninggalkan idealism tinggi Islam. Tapi masalahnya ialah harus ada suatu metode 
baru dakwah, yang menekkankan sebuah kebijaksanaan dan seruan yang baik, sesuai 
dengan petunjuk  agar semua orang mampu mendengar firman Allah. 
Suatu upaya untuk mengakhiri citra eksklusivitis politik yang berorientasi Islam 
menurut sikam konsisten untuk mau mengorbangkan politis jangka pendek. Karena 
itu, upaya semacam itu harus terfokus pada demokratisasi sebagai mekanisme utama 
untuk mencapai suatu pemerintahan yang bersih, terbuka, dan adil.pada tingkat 
nasional, metode paling langsung adalah pembentukan suatu koalisi politik lebih luas 
antara orang-orang yang paling punya perhatian kepada demokrasi yang menuntut 
keterbukaan siakap. Tentu saja keterbukaan sikap bukanlah segala-galanya. Dengan 
demikian hal yang seperti ini bagaimana kemudian kita sebagai umat manusia untuk 
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saling menghormati di kalangan elite bangsa, dan d kalangan seluruh rakyat, sebab 
mustahil demokrasi ada tanpa adanya hal yang seperti itu. 
Dengan melihat kembali sejarah, gagasan yang seperti itu bukanlah sama sekali 
tidak realistis. Modernism Islam Indonesia, khususnya sebagaimana di kemukakan 
oleh haji Agus Salim, yang pada dasarnya bersifat inklusivistis. Tidaklah berlebihan 
apabila di nyatakan bahwa, awal demokrasi di Indonesia meski berumur pendek akan 
tetapi sebaian besarnya adalah konstribusi politisi yang berorientasi Islam dan 
sekaligus berpendidikan barat asuhan salim. Sebagai seorang bapak intelektualisme 
Islam Indonesia, haji Agussalim adalah seorang muslim demngan simpati sosialis, 
seorang dengan prinsip tinggi yang tidak sudi mengorbankan keyakinan 
keyakinannya untuk kelayakannya.10 Dia termasuk orang yang bertanggung jawab 
terhadap penanaman semangat demokratis dan sikap terbuka di hati kaum muda 
muslim, yang kemudian tampil menganjurkan pikiran liberaldan sosialis barat, serta 
mendukung kemajuan, stabilitas, dan toleransi.11 
Dalam sebuah analisis terakhir, suatu cara baru berfikir tentang politiklah yang 
di tuntut sebagai inteklektual muslim Indonesia.di karenakan sumber bangsanya yang 
terbatas, pemerintah tidak dapat berupaya memnuhi tuntutan tiap kelompok. Terlebih, 
sumber-sumber itu lebih dari pada sekedar bersifat finansial atau ekonomi yang 
sebagaimana telah di tunjukkan dalam perkembangan bangsa selama empat dawarsa 
ini, apayang dapat di lakukan oleh politik, dan pemerintah bersifat terbatas. Satu hal 
yang kita tau pasti bahwa apa yang telah di lakukan oleh pemerintah atau militer 
adalah memeliharakesatuan dan keutuhan republik. Akan tetapi, perkembangan 
                                                           
10Greta O. Wilson, Reformers, and Revolutionaries (Hawai: The University Press of 
Hawai, 1978), h. 62 
11Herbert Feith dan Lance Castle, Indonesian Political Thinking 1945-1965 (Ithaca, 
N.Y: Cornell Universiyi Press, 1970), h.203 
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nasional dalam artian yang luas sangat memerlukan lebih dari sekedar kesatuan dan 
keutuhan bangsa. Ia memerlukan sumber-sumber manusiawi dengan kemampuan 
organisasional dan manajerial, di sektor prifat dan umum yang selalu saja kurang. Di 
karenakan masyarakat telah memberi pemerintah banyak tanggung jawab penting, 
dari memelihara dan menciptakan keamanan nasional sampai menciptakan suatu 
system keadilan, dan penting kiranya ketika pemerintah melakukan tugas yang baik 
dan di upayakan untuk di laksanakannya. Tampilan santri dan orang orang yang 





GAMBARAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
A. SEJARAH HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
Pada awal masa sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan yang 
penting dalam system hukum di Indonesia. Hukum Islam berlaku untuk yang pertama 
kalinya di Indonesia beriringan dengan dating nya Islam ke Indonesia. Masa 
kedatangan Islam tersebut tidak jelas. Kemungkinan besar ada orang Islam telah 
tinggal di Indonesia sejak abad ke tujuh atau ke delapan masehi. Ada kemungkinan lain 
kedatangannya tersebut adalah abad ke tiga belas masehi. 
Mau bagaimanapun juga, masyarakat Islam ini banyak kita jumpai di pesisir 
Sumatra utara. Kemudian masyarakat Islam ini di bentuk di aceh timur. Kerajaan Islam 
di bentuk untuk pertama kali di Aceh utara dan di ikuti oleh kerajaan lain . Di mana 
kemudian hukum Islam berlaku bersama dengan hukum adat dan mencapai kedudukan 
penting. 
Dunia Islam mempunyai suatu pengalaman yang beragam dalam sebuah usaha 
untuk mempertahankan suatu eksistensi hukum agamanya, mulai dari hal yang moderat 
hingga konserfatif. Salah satu contoh yang konkrit adalah di sudan sana yang telah 
mengalami suatu ketatanegaraan dalam penerapan system hukumnya.1  
                                                             
1Jhon O Voll, Demokrasi Dan Negara-Negara Muslim/Islam dan Democratio),( 
Bandung: Mizan, 1999)., h. 133 
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Di Indonesia Islam sudah mulai berkembang pada abad 1 Hijriyah/ 7 Masehi, 
namun demikian, masih terdapat suatu perbedaan pendapat tentang kapan, di mana, 
dan siapa yang membawa Islam masuk ke Indonesia. Azyumardi Azra mengemukakan 
bahwa ada tiga teori yang mengemukakan tentang masuknya Islam ke Indonesia. 
1. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke 1 Hijriyah/ 7 Masehi. Langsung 
dari arap ke pesisir Aceh, teori ini juga di dukung oleh beberapa tokoh sejarah 
Naquib al-attas dan beberapa sejarawan Indonesia.2 
2. Islam masuk ke Indonesia melalui anak benua india yang di bawa olwh orang 
Arab yang berimigrasi dan menetap di suatu wilayah di india kemudian 
membawa Islam ke nusantara. 
3. Islam itu dating dari benggali karena di sana mayoritas orang yang terkemuka 
adalah orang Bangladesh. 
Keraguan Islam terhadap peradaban barat itu kemudian semakin sulit untuk di 
bantahkan, Di karenakan model pemikiran positifnya dengan pendekatan empirisnya 
itu telah berkontribusi besar eksistensi ilmu pengetahuan dan agama menjadi 
bersebrangan. Makna kepuasan batin dan semua tentang kehidupan harus di ukur 
dengan kenikmatan duniawi, dan melupakan aspek kemiskinan itu. Peran dominan 
penalaran dan menutup rapat pintu ajaran wahyu sesungguhnya iya telah menciptakan 
umat manusia dalam situasi yang pesimis dan putus asa. Sementara model kerja yang 
di dukung oleh hasrat dan motif produksi dan sebuah kepuasan telah melahirkan sosok 
                                                             




manusia yang matrealistik yang hedon, sekuler dan egois. Hal ini jelas jelas tidak 
mengakomodasikan ajaran Islam. 
Melihat lingkungan sejarah peradaban umat manusia saat ini, mutlaknya dalam 
era milleniun ini semakin banyak fenomena yang jauh dari harapan umat manusia 
secara hakiki. Ketika barat berbicara tentang demokrasi dan ham, maka pada waktu 
yang sama pula ia telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan ham tersebut. Ketika 
bangsa bangsa semestinya memiliki dan mengembangkan asas utama kemerdekaan dan 
kebangsaan mereka justru juga melakukan intervensi dan perlakuan pemaksaan atas 
negara negara lain. Intervensi tersebut terjadi di karenakan adanya kepentingan 
ekonomi, dan politik negara adidaya terancam.3 
Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang juga di berlakukan di 
Indonesia memupunyai sebuah kedudukan dan arti yang penting dalam pelaksanaan 
pembangunan manusia seutuhnya, baik itu pembangunan dunia maupun akhirat dan 
baik di bidang material maupun di bidang spiritual. Di dalam Al-Qur‟an ada beberapa 






                                                             





a. Al- Qur’an, Surah Ar Ra’du ayat 11 
                              jh 
                                 
         
  Terjemahnya: 
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu umat ketika bukan dia 
sendiri yang merubahnya. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 
taka da pelindung bagi mereka selain dia. 
 
b. Al-Qur’an Surah Al mudjadah ayat 11 
                               
                           
        
 Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman apabila di katakana kepadamu:”berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila di katakana: “berdirilah kamu” maka 
niscaya Allah mengangkat derajat orang orang yang beriman dari kamu 
sekalian dan begitu juga orang yang berilmu pengetahuan. Dan Allah maha 




Sehubungan dengan adanya prinsip prinsip hukum Islam dalam sebuah 
pembangunan sebagaimana yang telah di maksud di atas maka penduduk Indonesia 
lebih banyak berpartisipasi, berinteraksi dalam segala pemb angunnasional Indonesia 
atas segala bidang, maka tidak di ragukan lagi hukum Islam yang sudah menjadi akar 
budaya masyarakat dan ia juga merupakan sebuah sistem hukum yang satu-satunya di 
jalankan serta menjadi kesadaran hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat 
adat Indonesia.4 
1. FUNGSI HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM DI INDONESIA 
Tujuan hukum Islam baik itu secara global maupun secara detail, untuk 
mencegah sebuah kerisakan pada manusia dan mendatangkannya sebuah kemaslahatan 
bagi manusia. Memngarahkan manusia terhadap suatu kebenaran, serta menerangkan 
jalan yang harus di lalui oleh manusia, Hukum Islam ini di syariatkan oleh Allah 
dengan tujuan utamanya untuk merealisasikan danmelindungi kwmaslahatan umat 
manusia, baik itu individualis maupun kolektif untuk menjamin, melindungi 
kemaslahatan tersebut. Islam menetapkan sebuah aturan, baik berupa larangan ataupun 
perintah. Perangkat aturan ini di sebut hukum pidana Islam, sedangkan ada tujuan 
pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat Islam adalah sebuah pencegahan, 
pengajaran dan pendidikan. 
Dalam fungsi pelaksanaannya masyarakat mempunyai sebuah peran yang sangat 
penting, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian, 
pertikaian dan sebagainya, sehingga dapat meniringi masyarakat yang berkembang. 
                                                             
4Hazairin, (Tujuh serangkai Hukum Islam), Jakarta: Tintamas, 1974., h. 116 
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Fungsi hukum ini dpat juga di gunakan sebagai alat penertiban dan keteraturan dalam 
masyarakatHal ini di mungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi 
pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Selain itu 
hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. 
Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain dapat memiliki daya ikat baik itu 
fisik maupun psikologis, juga sebagai sarana penggerak pembangunan salah satu daya 
yang saling mengikat dan memaksa dari hukum, selain itu dia juga dapat di manfaatkan 
atau di daya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana 
pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk masyarakat yang lebih maju.5 
Islam juga telah mengajarkan kita berbagai macam segi kehidupan, hubungan 
antara manusia dengan tuhannya dan hubungan manusia antar manusia dan Islam juga 
mengajarkan hidup dengan sesame umat manusia untuk salinmg menghargai satu sama 
lain dan saling menjaga serta menaati segala hal yang telah di ajarkan oleh agama 
Islam. 
         Beberapa fungsi hukum Islam terhadap hukum di Indonesia yaitu: 
a. Fungsi Amar Ma‟ruf Nahi Munkar 
Hukum Islam telah ada dan telah eksis lebih dulu di banding masyarakat karena 
iya adalah bagian dari kalam Allah yang Qadim. Namun dalam prakteknya hukum 
Islam tetap bersentuhan dengn masyarakat. Penerapan hukum ini tidak pernah 
mengubah dan memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh: 
                                                             
5Soedjono Dirdjosisworo, (Pengantar ilmu hukum), Cet. Ke-17, Jakarta. PT. Raja 
Grafindo Persada, 2014, h.155 
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Ribah dan khamar tidak di haramkan sekaligus akan tetapi secara bertahap oleh karna 
itu kita memahami fungsi control sosial yang di lalui tahap ribah dan khamr. 
b. Fungsi Zawajir 
Fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat 
dari berbagai bentuk ancaman atau perbuatan yang dapat membahayakan. 
c. Fungsi Tanzim wa Islah al-Ummah 
Fungsi tersebut adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar 
proses interaksi sosial sehingga dabat terwujudb suatu masyarakat yang harmonis, 
aman serta sejahtera. 
Hukum Islam yang hendaknya di kembangkan oleh masyarakat muslim 
Indonesia itu harusnya di sesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budayanya, maka 
dari itu hikum adat yang berkembang dalam masyarakat, itu tidak bertentangan dengan 
prinsip syari‟at Islam, dan harus di beri ruang yang luas untuk di akomodasikan. 
Dengan ini sesuai dengan kaidah fiqqiyah yang berbunyi al-addah muhakkamah (adat 
kebiasaan bisa di jadikan landasan hukum). Karenanya itu, para ahli hukum perlu jeli 
melihat dan menemukan kekayaan adat budaya bangsa Indonesia serta menyaringnya 
untuk dapat di jadikan sebagai bahan untuk perumuhan suatu hukum Islam di 
Indonesia. 
Terpenting pula adalah adanya sebuah kajian komparatif karena tidak hanya 
antar mazhab dalam hukum Islam, akan tetapi juga ada hukum positif.ini di maksud 
supaya dalam suatu pengembangan hukum Islam dapat sejalan dengan kerangka 
hukum positif. Selain menghapus dokotomi antara hukum Islam dan hukum positif 
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yang hingga sekarang masih belum sepenuhnya hilang dari pemikiran ahli hukum 
Indonesia.6 
2. Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum di Indonesia 
Sebagaimana kita telah ketahui bahwa Islam adalah agama yang mayoritas   
penduduknya di Indonesia, dan di dalamnya itu mengandung hukum yang mengatur 
hungan manusia dengan manusia lainnya serta kehidupan yang bermasyarakat. Maka, 
dalam pembangunan hukum nasional hukum Islam merupakan unsur yang betul betul 
perlu di perhatikan. 
Zarkowi soejono, dalam tulisannya itu mengatakan bahwa kalau yang mengacu 
terhadap UU No. 1 Tahun 1974, maka agama dapat di jadikan sebagai solusi dalam 
pembangunan hukum nasional. Karena itu hukum Islam sebagai salah satu system 
ajaran Islam yang di anut oleh sebagian rakyat Indonesia, yang berpeluang besar 
memberikan konstribusinya terhadap hukum nasional. 
Sejarah perkembangan dan keberadaan bangsa Indonesia, baik sebagai komunitas 
maupun sebagai negara, hukum sebagai tatanan yang tumbuh dalam masyarakat, turut 
mendampingi proses bangsa Indonesia. Setelah melewati berbagai proses proses 
pertumbuhan, mulai dari awal kedatangan Islam sampai sekarang ini, hukum Islam 
menjadi faktor penting dalam menentukan suatu pertimbangan politik untuk 
mengambil suatu kebijaksanaan penyelenggaraan negara.7 
                                                             
6
  Muhammad Iqbal, Hukum Islam Indonesia Modern, (tangeran: Gaya media pratama, 2009), 
h.202. 
7Said Agil Husain Al-munawwir, Hukum Islam Dan Pluralitan Nasional, Cet ke-2, 
(Jakarta: penamadani,2005)., h.7. 
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Sebagai salah satu upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum 
Islam telah memberikan konstribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. 
Pernyataan ini dapat di perkua o;eh beberapa argument. 
a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 
undang- undang ini, menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila 
menurut hukum masing-masing agamanya. Sedangkan pasal 63 menyatakan 
bahwa yang di maksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah 
pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. 
b. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama. Undang-
Undangini membuktikan bahwa peradilan agama sudah sepantasnya hadir, 
tumbuh, serta di kembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan 
bahwa adanya konstribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas. 
c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak berbentuk undang-undang, 
melainkan intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi ini sangat 
membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di peradilan 
agama. 
d. PP No. 28 Tahun 1991 tentang Perwakafan Nasional. Pengaturan pemerintah 
ini mengatur tentamg proses pelaksanaan dan penggunaan tanah wakaf yang 
sudah lama berjalan di Indonesia. 
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang menjadi pedoman mayoritas 
penduduk dan masyarakat insdonesia adalah hukum yang hidup di masyarakat, dan 
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merupakan sebagian ajaran dari keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum 
nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. 
Kehadiran hukum Islam terhadap hukum nasional merupakan perjuangan 
eksistensi. Teori eksistensi adalah keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa 
kini, dan masa yang akan datang, menjelaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam 
hukum nasional Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam 
berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. 
Teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang 
menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasionalindonesia, yaitu: 
1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; 
2. Ada, dalam arti kemandiriannya yang di akui adanya kekuatan dan wibawanya, 
dan di beri status hukum nasional; 
3. Ada, dalam artian hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi 
sebagai penyaring bahan bahan hukum nasional di Indonesia; 
4. Ada, dalam artian bahwa sebagai bahan utama dan unsur utama. 
Jadi, secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional 
merupakan subsisten dari hukum nasional. Di kerenakan, hukum Islam mempunyai 
peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaruan 
hukum nasional. 
Ssedangkan, secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan 
kesadaran keberagamaan bagi masyarakat, penduduk yang semakin banyak berkaitan 
pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma hukum maupun norma agama, 
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selalu sama dalam menuntuk sebuah ketaatan. Dengan demikian pula jelaslah 
hubungan antara keduanya sangat berat. Keduanya sama sama menuntut ketaatan dan 
kepatuhan sari warga masyarakat. Keduanya harus di kembangkan secara searah, dan 
seimbang. Dan keduanya ini tdak di perbolehkan untuk saling bertentangan.8 
B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Islam 
Menurut Mahfud MD, di dalam sebuah studi mengenai hubungan antara politik 
dan hukum terdapat tiga asumsi yang mendasarinya, yaitu: 
1. Hukum determinan (menentukan) atas politik, dalam arti hukum harus menjadi arah 
dan pengendali atas semua kegiatan politick 
2. Politik determinan atas hukum, dalam artian bahwa kenyataannya, baik produk 
normative maupun implementasi penegakan hukum itu, sangat di pengaruhi dan 
menjadi dependent variable atas politik. 
3. Politik dan hukum terjalin hubungannya yang sangat bergantungan, seperti bunyi 
adagio, “politik tanpa adanya hukum akan mengakibatkan kesewenang wenangan 
(anarkis), hukum tanpa politik maka akan jadi lumpuh.9 
   Berangkat dari studi mengenai hubungan antara politik dan hukum di atas, 
kemudian melahirkan sebuah gagasan “Politik Hukum”. Politik hukum adalah legal 
policy yang akan atau pun telah di jalankan secara nasional oleh pemerintah Indonesia 
meliputi: 
                                                             
8Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2010), h. 4. 
9Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama 
Media, 1999), h. xi-xii 
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1. Pembangunan yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi hukum 
guna sejalan dengan kebutuhan. 
2. Pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi 
lembaga dan pembinaan para penegak hukum.10 
Jadi politik hukum adalah bagaimana suatu hukum akan atau pun seharusnya di 
buat dan di tentukan arah nya dalam kondisi politik nasional, serta bagaimana suatu 
hukum di fungsikan. 
Dalam istilah politik hukum di sebut dengan as-Syasah as-Syar’iyyah, yang 
merupakan pengaplikasian dari al-maslahah dan mursalah, yaitu mengatur 
kesejahteraan ataupun kemaslahatan manusia dengan suatu hukum serta ketentuan-
ketentuannya tidak termaktuk dalam syara‟. Sebagian ulama mendefinisikan politik 
hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk menjalankan suatu aturan guna 
untuk kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan 
dasar-dasar agama.11 
Dalam memahami politik hukum Islam tidak luput dari politik Islam, karena 
kata-kata tersebut mengandung denotasi dan konotasi yang berhubungan dengan nilai 
Islam. Bahasa politik Islam mempumyai dua fungsi yaitu penafsiran terhadap nilai 
Islam dan pengarahan terhadap cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini terdapat hubungan 
antara doktrin dan konsepsi. Bahasa politik berfungsi sebagai instrument untuk 
merumuskan pemahaman yang merupakan terjemahan dari doktrin perpaduan antara 
                                                             
10Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia (Cet. Ke 1, Jakarta: LP3ES, 1998), h.9 
11Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, Alih bahasa zaimuddin adnan (Cet. Ke 
II, Yogyakarta: Tiata Wacana, 2005), h.v 
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doktrin doktrin dan cita cita sosial (konsepsi) sangat mungkin terjadi terutama jika 
doktrin tersebut di pahami secara komprehensif sebagai suatu hal yang utuh. 
Kendati terdapat suatu hubungan antara doktrin dan konsepsi, tidak dapat di 
simpulkan bahasa politik hukum Islam yang berkembang dalam proses sejarah 
merupakan suatu penafsiran terhadap konsep al-Qur‟an dan hadits Nabi yang berdiri 
sendiri. Akan tetapi perkembangan tersebut di pengaruhi oleh faktor faktor sosiologis: 
sosial, budaya, politik. Sebagai akibat dari beberapa faktor tersebut, satu kata memiliki 
arti yang berbeda ataupun satu konsep di ungkapkan dengan istilah-istilah yang 
beragam, dalam konteks perbedaan ruang dan waktu. Mengingat Islam bukan sekedar 
sebagai agama dia juga menyebabkan hukum dan politik. Sementara imam Syafi‟I 
mengatakan bahwa tidak ada politik kecuali bersendikan dengan syara‟. Ibnu Taimiyah 
sendiri menandakan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki berdirinya sebuah kata 
politik yang kuat untuk mewujudkan tujuan-tujuannya.12 
Perkataan politik telah mengalami pasang surut dalam kehidupan masyarakat 
tidak terkecuali kehidupan bernegara di tanah air kita, malah sebelum kita bernegara di 
sekitar abad ke 20 ini, yakni ketika belanda masih mencengkram Indonesia, istilah 
politik telah menimbulkan beragam makna bagi pihak yang menggunakannya. Bagi 
seorang ahli ataupum peserta pergerakan kebangsaan ini umpamanya. Politik di 
jadikan sebagai suatu hal yang sangat berharga dan para ahli pun mengharapkan agar 
siapa pun yang menyebutkan dirinya bangsa Indonesia harus turut berpartisipasi ke 
                                                             




dalam kancah perjuangan politik itu. Sehingga para pemimpin perjuangan kita 
mengatakan jangan takut politik, jangan buta politik, jangan berdian diri dengan 
keadaan politik yanjg di hadapi.13 
Menganai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum negara Indonesia. System 
hukum di Indonesia bersifat majemuk, ini sebagai akibat dari perkembangan 
sejarahnya, di katakana demikian karena hingga saat ini di Indonesia berlaku tiga 
hukum sekaligus, yakni system hukum adat, system hukum Islam, dan system hukum 
barat. Namun tidaklah   berlebihaqn ketika di katakana bahwa hukum Islam di 
Indonesia adalah hukum yang hidup, alkan tetapi secara resmi dalam aspek aspek 
pengaturan tertentu, iya tidak atau belum di jadikan kaidah hukum positif oleh negara. 
Banyaknya sebuah pertanyaan atau permasalahan mengenai hukum yang berlaku 
dalam masyarakat yang di ajukan kepada para ulam, media massa, dan organisasi 
sosial keagamaan Islam harus dapat di lihat sebagai salah satu isyarat bahwa hukum 
Islam adalah salah atu hukum yang hidup.14 
Untuk mewujudkan anggapan tersebut maka di buuhkan sebuah aktualisasi 
hukum Islam itu sendiri, agar tetap urgen dalam bagian proses pembangunan hukum 
nasional. Aktualisasi hukum Islam dapat di bedakan menjadi dua bentuk: Pertama, 
upaya memberlakukan hukum Islam dengan pembentukan peraturan hukum tertentu 
yang berlaku khusus bagi umat Islam sebagai sumber hukum bagi penyusunan hukum 
nasional Adapun prosedur legislasi hukum Islam harus mengacu kepada politik hukum 
                                                             
13Delier Noer, Pengantar Pemikiran Politik  (Jakarta: Rajawali Press,1985), h.1 
14Said Agil Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas sosial, Cet. Ke-1 (Jakarta: 
paramadina, 2004), h. 29. 
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yang di anut oleh badan kekuasaan negara yakni legislative dan eksekutif, yakni 
memenuhi persyaratan dan rancangan perundang undangan yang layak. 
Persentuhan Islam dan politik di Indonesia mulai tampak kepermukaan pada 
awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya ketika bangsa Indonesia meraih 
kemerdekaannya pada tahun 1945. Seperti yang kita ketahui bahwa yang ikut tercatat 
dalam sejarah, pada masa itu terjadi sebuah perdebatan yang sangat sengit terkait dua 
hal, yaitu, mengenai dasar negara dan di masukkan atau tidaknya tujuh kata kepada sila 
pertama pada pancasila (Peristiwa ini kemudian di sebut dengan piagam Jakarta). Oleh 
karena itu, menurut para menteri agama di era orde baru, Jendral Alamsyah Ratu 
Perwira Negara, pancasila adalah hadiah terbesar yang di berikan oleh umat Islam 
kepada republik Indonesia. 
Peralihan kekuasaan dari pemerintah orde lama ke orde baru itu kemudian 
berimplikasikan terhadap munculnya krisis politik yang sangat cukup menegangkan 
berupa gerakan massa yang menuntut pembubaran PKI serta tuntutan pembenahan 
system politik dan pemulihan keamanan suatu negara. Puncaknya terjadi pada tahun 
1966, yaitu dengan di keluarkannya surat perintah sebelas maret (supersemar) yang 
kemudian berakhir dengan pencabutan mandate presiden soekarno oleh MPRS dan 
pengangkatan Soeharto sebagai presiden ke dua di Indonesia. Konflik Islam itu 
kemudian muncul kembali ketika Orde baru menerapkan kebijakan modernisasi, di 
mana stigma perkembangan pola pikir dan paradigm bangsa Indonesia ini serta proses 
transformasi kultural dan sebuah perubahan sosial lebih banyak mengadopsi dari 
negara negara barat. Dengan begitu pula kiblat pembangunan Indonesia yang 
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sebelumnya mengarah ke eropa timur kemudian berbalik arah ke eropa barat dan 
amerika. Imbasnya, banyak yang kemudian terdapat kalangan cendikiawan dan 
intelektual mulai akrab dengan pemikiran pemikiran barat. 
Sementsrs itu, bagian kalangan Islam, modernisasi ibarat dilemma karana di 
hadapkan dengan dua pilihan, yakni apabila ia mendukung modernisasi ala orde baru 
berarti sama saja mendukung barat , disisi lainnya, apabila ia menolak berarti umat 
Islam akan kehilangan kesempatan untuk berperan aktif dalam sebuah pembangunan 
nasional. Demikian pula dilemma tersebut melahirkan tiga pola berikut: pertama, pola 
apologi, yakni suatu bentuk sikap penolakan kalangan umat Islam terhadap suatu niolai 
nilai yang berakar pada wacana modernisasi itu. Bahkan pola yang pertama ini 
menyatakan bahwa modernisasi identic dengan westwernisasi dan sekularisasi. Kedua, 
pola adaptif, yakni suatu bentuk sikap menerima sebagian nilai nilai modernisasi yang 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga, pola kreatif, yakni suatu bentuk sikap 
dialogis yang lebuh mengutamakan pendekatan intelektual dalam menanggapi 
modernisasi. Dari ketiga pola tersebut, tampaknya pola ketiga menjadi lebih dominan 
karna pendekatan intelektual yang di kembangkan oleh kalangan modernis yang di 
pandang lebih representative untuk membangun tatanan Islam modern di Indonesia.15 
Pola pertautan politik yang serba propokatif di anggap bukan jalan terbaik bagi 
Islamisasi di Indonesia, menyandang penduduk Indonesia tidak seluruhnya umat Islam 
dapat di satukan dalam bingkai system politik keormasan. Pada gilirannya, maka 
                                                             
15M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia, dan perilaku Politik Bangsa, 
(Bandung: mizan, 1993), h. 381-382 
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lahirlah sebuah gagasan Islam kultural sebagai jalan tengah bagi umat Islam untuk 
tetap memainkan perannya dalam permainan politik nasional. Paling tidak kebenaran 
akan pendekatan ini mulai membuahkan hasil berupa terbukanya jalan bagi umat Islam 
menuju islamisasi politik orde baru di penghujung tahun 70 an. 
Kebujakan politik pada masa Orde baru Islam di tempatkan dalam posisi yang 
marjinal dalam pentas politik nasional dan ia telah melahirkan berbagai ketegangan 
antara Islam dan negara. Sejarah telah mencatat bahwa dinamika hybungan Islam dan 
negara di masa orde baru itu mengalami sebuah pergeseran pergeseran yang bersifat 
antagonistic, resiprokal kritis (timbal balik yang kritis) sampai akomodatif. Hubungan 
antagonistic di tahun 1966-1981 mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara 
Islam dengan pemerintah orde baru. Keadan negara yang kuat memainkan pengaruh 
ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bahwa telah berlawanan dengan sikap 
reaktif kalangan Islam sehingga melahirkan konflik ideologi dan sekaligus 
menempatkan Islam sebagai oposisi.16 
Dalam tahap hubungan resiprokal kritis, di mana kemudian para santri mulai 
berupanya untuk merefleksikan kembari cara pandang masing masing dan merubah 
dirinya untuk lebih tampil sisi intlektualnya dalam percaturan politik di Indonesia. 
Kemudian dalam pola hubungan reiprokal ini yang di mana umat Islam menyadari 
perlunya strategi untuk menempuh jalur structural-birokrat pada system kenegaraan. 
Pada tahap ini umat dalam kalangan cendikiawan politisi Islam harus berani 
                                                             
16M. Syafi‟I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, sebuah kajian politik 
tentang cendikiawan Muslim orde baru. (Jakarta: Paramadina, 1995). h. 9 
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bersentuhan langsung dengan pemerintahan orde baru.17 Melalui pendekatan structural 
fungsional, di mana umat Islam relative mengalami kemajuan yang kesat berupa 
masuknya umat Islam dalam kalangan system pemerintahan sipil mulai dari pusat 
hingga daerah, dan sekaligus memperkokoh kekuasaan orde baru dalam bingkai 
akumulasi sipil, Islam dan militer. 
Sedangkan dalam tahap hubungan akomodatif, hubungan Islam dan negara terasa 
lebih harmonis di mana umat Islam telah masuk sebagai bagian dan system politik elit 
dan birokrasi. Pola hubungan akomodatif ini sangat terlihat jelas dalam sebuah gerakan 
aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan, sosial, politik, ekonomi dan budaya 
yang kemudian berlandaskan pada nilai nilai Islam. Pola akomodatif ini pula sebagai 
antitesa dan pola hubungan sebelumnya Islam hamper menguasai seluruh sendi sendi 
pemerintahan dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam demikian penting 
memainkan peranmnya di pentas nasional. Kehadiran icmi, pada tanggal 8 desember 
tahun 1990, itu di yakini sebagai tonggak baru menguatnya Islamisasi politik di 
Indonesia, dan semakin tampak pula ketia ia di akomodir dengan kepentingan syariat 
Islam melalui UUPA No, 3/2006 sekaligus menempatkan peradilan agama sebagai 
lembaga peradilan negara yang di atur dalam UU pokok kekuasaan kehakiman No. 
14/1970, di susul oleh UU perbankan No.10/1998 (pengganti UU No. 7/1992), UU 
zakat No.38/1999, KHI Inpres No.1/1991.18 
                                                             
17M. Syafi‟I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia. H.241 
18Cik Hasan Basri, Peradilan Agama dan Peradilan Islam,  h. 116-117 
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Partisipasi politik dalam kalangan Islam berawal dari sebuah pendekatan konflik, 
pendekatan resiprokal kritis sampai pendekatan akomodatif. Ketika kita berasumsi 
untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan politik, maka ada dua cara yang harus kita 
tempuh, yakni secara represif (konflik) dan akomodatif (structural-fungsional). Paling 
tidak ini merupakan sebuah gambaran terhadap model paradigma hubungan antara 
Islam dan negara di Indonesia.  
C. HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA 
1. Konsep Agama dan Negara 
a. Pengertian Agama 
Agama menurut etimologi berasal dari bahasa sang sekerta dalam kitab upadeca 
dalam ajaran agama hindu dapat di sebutkan bahwa perkataan agama berasal dari 
bahasa sansekerta yang tersusun dari kata „A‟ berarti tidak dan „gama‟ berarti pergi 
dalam bentuk harfiah yang terpadu perkataan agama berarti tidak pergi tetap di tempat, 
langgeng, abadi, di wariskan terus menerus dari generasi ke generasi. Dan pada 
umumnya pula perkataan agama ini tidak kacau yang secara analitis di uraikan dengan 
cara memisahkan kata demi kata di mana kata „A‟ berarti tidak sedangkan kata „gama‟ 
berarti kacau, maksud dari kata yang seperti ini yaitu orang yang memeluk suatu 
agama, dan mengamalkannya secara sungguh sungguh maka hidupnya tidak akan 
kacau.19 
                                                             
19K.Sukardi, Agama-Agama yang Berkembang di dunia dan Pemeluknya, 
(Bandung:Angkasa,1993). h. 26 
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Agama selalu di terima dan di alami secara subjektif maka dari itu orang yang 
sering mendefinisikannya bahwa agama itu sesuai dengan pengalaman dan 
penghayatannya pada agama yang di anutnya. Mwnurut; Mukti Ali, mantan menteri 
agama di Indonesia ini menyatakan bahwa agama adalah percaya akan adanya tuhan 
yang maha esa. Dan hukum hukum yang di wahyukan kepada kepercayaan utusan 
utusan nya itu hanya untuk manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan, menurut 
„James Martineau‟ menyatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada tuhan yang 
selalu hidup, yakni, kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan 
mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. Dan friendrich schleiermacer, 
menegaskan bahwa agama tidak dapat di lacak dari pengetahuan rasional, juga tidak 
dari tindakan moral, akan tetapi agama berasal dari perasaan ketergantungan mutlak 
kepada yang tak terhingga.20 
b. Pengertian Negara 
Istilah negara, di terjemahkan dari kata-kata asing yaitu, staat”kata state ini di 
ambil dari bahasa latin yaitu: status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan 
tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. 
Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia merupakan suatu organisasi 
pokok dari kekuasaam politik. Negara, adalah regency (alat) dari masyarakat yang 
mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan hubungan manusia dalam 
masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Secara 
                                                             
20Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama sebuah Pengantar, (Bandung: PT.Mizan 
Pustaka,2004) h. 20-22 
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terminology negara di artikan sebagai organisasi tertinggi dalam suatu kelompok 
masyarakat yang memiliki cit-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan 
mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung suatu nilai 
konstitutif yang pada galibnya dimiliki oleh suatu negara yang berdaulat: 
bermasyarakat, wilayah dan suatu pemerintahan yang berdaulat, jadi pengertian di atas 
menyatakan bahwa negara identic dengan hak dan wewenang.21 
Agama dan negara ini memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara 
Indonesia ini sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan 
melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Secara jelas dalam UUD 
pasal 33, misalnya, di nyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak yang terlantar di 
pelihara oleh negara (ayat 1); negara mengembangkan system jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan (ayat 2); negara bertanggung jawab atas kesediaan 
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (ayat 3). Dengan 
demikian, negara juga wajib menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam 
beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan 
beroganisasi dan lain sebagainya. 
Demikian pula, kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak warganya tidak 
dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya  dukungan warga dalam bentuk 
pelaksanaan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh, warga negara wajib 
membayar pajak dan mengontrol sebuah jalannya pemerintahan baik melalui 
                                                             
21A. Ubaedillah, pendidikan kewarganegaraan, Jakarta: edisi ke-3, 2008), h.84 
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mekanisme control tidak langsung melalui wakilnya di dalam suatu lembaga 
perwakilan rakyat (DPR, DPRD) maupun secara langsung melalui cara yang 
demokratis dan bertanggung jawab. Untuk melakukan control secara langsung  isa saj 
kita lakukan melalui, LSM, pers, atau pun demonstrasi yang tertib. Dengan waktu yang 
sama dalam rangka menjamin hak-hak warga negara, negara harus menjamin 
kenyamanan dan keamanan proses penyaluran aspirasi warga melalui penyediaan 
fasilitas public yang berfungsi sebagai wadah untuk mengontrol negara, selain 
memberikan pelayanan public yang professional.22 
Dalam sebuah kalangan umat muslim, terdapat kesepakatan bahwa eksistensi 
negara adalah suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat negara 
dengan otoritasnya mengatur hubungan yang di perlukan antara masyarakat, sedangkan 
agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya.  
2. Pandangan beberapa paham tentang hubungan antara agama dan negara 
Berdasarkan uraian di atas konsep hubungan negara dan agama sangat di 
tentukan oleh dasar ontologis manusia, masing masing keyakinan manusia sangat 
mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia berikut 
di uraikan beberapa perbedaan konsep hubungan agama dan negara menurut beberapa 
aliran atau paham antara lain: 
a. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi 
Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara ini di gambarkan sebagai dua 
hal yang tidak bisa di pisahkan, negara dapat menyatu dengan agama di karenakan 
                                                             
22A. Ubaedillah, Pendidikan kewarganegaraan, h. 93 
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suatu pemerintahan, menurut paham ini di jalankan dengan firman-firman tuhan segala 
tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang di lakukan atas titah tuhan dengan 
demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi ini juga di yakinkan 
sebagai manifestasi tuhan. System pemerintahan ini ada dua macam yaitu; teokrasi 
langsung dan tidak langsung. System pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau 
kepala negara yang memerintah sebagai jelmaan tuhan keberadaan negara di dunia ini 
tiada lain kehendak tuhan dan oleh karna itu yang mmerintah adalah tuhan itu sendiri. 
Sedangkan system pemerintahan teokrasi tidak langsung itu yang memerintah bukan 
tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiiki otoritas atas nama tuhan. 
Raja atau kepala negara yang memerintah atas nama tuhan dengan demikian dapat di 
katakan bahwa negara menyatu dengan agama dan agama menyatu dengan negara 
tidak dapat di pisahkan. 
b. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler 
Sekularisme merupakan suatu pandangan yang memandang agama perlu terpisah 
dari negara. Agama dengan segala aliran dan multi tafsir nya adalah wilayah privat 
warga negara yang tidak bisa mengatur atau di atur oleh negara. Agama sebagai jalan 
bagi umat manusia berhubungan dengan tuhan tidak bisa di atur oleh negara. Demikian 
pula sebaliknya agama tidak bisa mengatur atau mempengaruhi negara. Beberapa 
pengalaman di berbagai negara bahwa agama mayoritas tidak bisa menjadi perekat 
kesatuan bangsa. Sekularisme pada perkembangannya merupakan awal dan dasar dari 
pahaman kebangsaan suatu negara. Karena dari satu agama, agama apapun, selalu ada 
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multi tafsir dan multi aliran. Sehingga tidak mungkin suatu hal yang multitafsir dan 
multi aliran di jadikan dasar perekat kesatuan bangsa.23 
Secara sederhana sekularisme di definisikan sebagai doktrin yang menolak 
campur tangan nilai-nilai keagamaan dalam urusan kemanusiaan. Lebih jelasnya 
urusan manusia harus bebas dari agama tanpa ada intervensi dari agama tersebut. 
Segala cara tata kehidupan manusia telah menjadi hak manusia untuk mengaturnya, 
tanpa ada intervensi tuhan. Pluralism adalah sebuah paham yang mendoktrinkan bahwa 
kebenaran itu berifat banyak atau tidak tunggal. Ada pluralism dalam agama, hukum, 
moral, fiisafat dan lain sebagainya, dalam tulisan ini kita dapat mengambil defenisi 
pluralism dalam agama yang sering di sebut sebagai pluralisme agama.24 
c. Hubungan Agama dan negara menurut paham komunisme 
Paham komunisme ini memandang hakekat hubungam agama dan nrgara 
berdasarkan filososi dialegtis dan materialisme historis paham ini menimbulkan paham 
atheis yang di pelopori oleh Karl Marx yang mengatakan bahwa manusia itu di 
tentukan oleh dirinya sendiri, dalam hal ini agama di anggap sebagai suatu kesadaran 
diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia 
sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara sedangkan agama di pandang 
sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk 
                                                             
23John. L.Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Moderen, (Jakarta: Mizan, 2002), 
h. 128 




tertindas. Oleh karna itu agama harus di tekan dan di larang nilai yang tertinggi dalam 
negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.25 
d. Hubungan Agama dan Negara Menurut Islam 
Mengenai hubungan antara agama dan negara dalam agama Islam merupakan 
agama yang paripurna yang mencakup segala aspek termasuk masalah negara oleh 
karna itu agama tidak dapat di pisahkan dengan negara dan urusan negara adalah 
urusan agama pula serta sebaliknya. Aliran kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada 
hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau 
pemerintahan menurut aliran ini, Nabi Muhammad Saw tidak mempunyai misi untuk 
mendirikan suatu negara. Sedangkan aliran ketiga berpendapat bahwa Islam tidak 
mencakup segala galanya akan tetapi Islam mencakup sebuah prinsip dan tata nilai 
etika tentang kehidupan bermasyarakat. 
Sementara itu Hussein Mohammad menyatakan bahwa dalam Islam ada dua 
model hubungan agama dan negara, yaitu: hubungan integralistik dan hubungan 
simbiosis mutualistic. Hubungan integralistik dapat di artikan sebagai hubungan 
totalitas di mana agama suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Sedangkan 
hubungan simbiosis mutualistic merupakan agama dan negara terdapat hubungan yang 
saling membutuhkan sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan moral dalam 
negara.26 
                                                             
25Karl Heindrich Marx, Contributon to the Critique of Hegels Philosofi of Right,(dalam 
on religion, 1957), h.41-42 




Menurut Azyumardi Azra dalam bukunya „reposisi hubungan agama dan negara‟ 
ia dapat merumuskan bahwa hubungan Islam dan negara moderan secara teoritis dapat 
di klarifikasikan ke dalam tiga pandangan yakni:27 
Pertama, pandangan integralistik ini secara umum dapat di nyatakan sebagai 
suatu kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas ini, mempunyai 
sifat yang berbeda satu sama lain, akan tetapi perbedaan ini tidak saling 
menghilangkan justru ia saling melengkapi dan menguatkan. Menurut paradigm ini, 
kepala negara merupakan suatu pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. 
Dan paradigm ini pula memunculkan paham negara agama atau teokrasi. Dalam paham 
teokrasi, hubungan agama dan negara dapat digambarkan sebagai dua hal yang tidak 
dapat di pisahkan. 
Dalam perkembangannya, paham teokrasi terdiri dari dua bagian, yakni paham 
teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi 
langsung, pemerintahan di yakini sebagai otoritas tuhan secara langsung pula. Adanya 
negara di dunia ini adalah atas kehendak tuhan, dan oleh karena itu yang memerintah 
adalah tuhan . sedangkan menurut pemerintahan teokrasi tidak langsung yang 
memerintah bukanlah tuhan sendiri, melainkan yang memerintah adalah raja atau 
kepala negara. 
Ke dua, paradigm simbolik, secara umum, paradigm simbolik ini dapat di 
definisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang kemudian saling menguntungkan 
                                                             
27Azyumadi Azra, Reposisi Hubungan Agama dan Negara, h. 72-73 
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bagi peserta hubungan. Dalam konteks relasi antara agama dan negara, bahwa sanya 
mereka saling memerlukan. 
Dalam hal ini, agama memerlukan suatu negara karna dengan negara itu, agama 
dapat berkembang. Brgitupun sebaliknya, negara juga sangat memerulkan agama 
karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral 
spiritual. 
Karena sifatnya yang simbiotik, maka hukum agama masih mempunyai peluang 
untuk mewarnai hukum hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu pun tidak 
menutup kemungkinan hukum agama di jadikan sebagai hukum negara. 
Marzuki Wahib membagi paradigm simbiotik ini menjadi tiga jenis, yaitu: 
Agama dan negara mempunyai keterkaitan namun aspek keagamaan yang masuk 
kewilayah  negara sedikit, sehingga negara demikian lebih dekat ke negara sekuler, 
aspek negara yang masuk ke wilayah agama lebih banyak lagi.  
Ketiga, paradigm sekularistik, paradigm ini menolak kedua paradigm di atas. 
Sebagai gantinya, paradigm sekularistik ini mengajukan suatu pemisahan agama atas 
negara dan pemisahan negara atas agama. Negara dan agama ini merupakan dua 
bentuk yang berbeda namun satu sama lain memiliki sebuah garapan di masing masing 
bidangnya. Sehingga suatu keberadaannya harus di pisahkan dan ti dak di permolehkan 
untuk meng intervensi satu sama lain. Sesuai dengan pemahaman yang dikotomis ini, 
maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul betul dari suatu 




Dalam suatu negara sekuler, system dan norma hukum positif itu kemudian di 
pisahkan dengan nilai dan norma agama. Namun hukum itu sendiri di tentukan atas 
suatu kesepakatan manusia serta tidak berdasarkan agama atau firman-firman tuhan, 
meskipun norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini 
dapat memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler 
ini membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini 
dan negara tidak intervensif dalam urusan usrusan agama.  
Ketiga pandangan di atas, meski ia tidak persis, akan tetapi ia hamper mirip 
dengan pendekatan trikotomi yang di tawarkan Oleh Bachtiar effendi dalam 
menafsirkan Islam politik di Indonesia sebagai suatu tinjauan teoritis, yaitu pendekatan 
kelompok fundamentalis, reformis, serta akomodasionis. Kelompok fundamentalis 
menantang pemikiran sekuler, pengaruh barat dan sinkritisme kepercayaan tradisional 
dan menekankan keutamaan agama atas politik. Sedangkan kelompok reformis juga 
menekankan keutamaan agama atas politik, akan tatami punya kemauan untuk kerja 
sama dengan paham sekuler atas suatu lantadasan yang telah dia sepakati bersama. 
Dalam kelompok pertama itu kemudian menempati pandangan intergralistik dan 
kelompok kedua mengakses pandangan simbiotik. Sedangkan kelompok 
akomodasionis tentu tidak bisa di samakan dengan kelompok sekuler, karena sifat-sifat 
dasar dari akomodatifnya kelompok ini demi kesatuan dan persatuan umat serta tetap 
pada pendirian Islam. 
Terlepas dari pendekatan pandangan di atas, ia mengaju kepada umat muslim 
untuk kemudian saling menjaga suatu kesatuan organis dan kohesi psikologis tatanan 
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sosial universal tidakpartularistik. Dalam Al-qur‟an di tekankan bahwa semua berasal 
dari yang satu, kemudian di jadikan berbagai suku dan berbangsa agar bersaudara dan 
saling tolong menolonhg terhadap satu sama lainnya. 
Hubungan Agama dan Negara telah menjadi suatu peredebatan yang cukup 
hangat dalam wacana sejarah dan kancah perpolitikan peradaban manusia. Polemic 
memperlihatkan bahwa adanya suatu perbedaan pendapat tentang hubungan Negara 
dan Agama di Indonesia. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan keteganga politik 
ideologi. Hal ini dapat di maklumi di karenakan beberapa hal. 
Pertama, hubungan Negara dan agama telah menjadi perdebatan panjang untuk 
menentukan batasan batasan  dalam hal apa negara ini bisa ikut campur dengan urusan 
agama. Hubungan Negara dan agama ini memperlihatkan tingkat otonomi dan 
pengakuan agama sebagai hak asasi individual yang urusannya yang di serahnhkan 
pada lembaga lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini memperlihatkan 
tingkat otoritas individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mengatur 
sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini sangat penting di 
kaji dalam konteks Indonesia yang memiliki dasar dasar berpikir berbeda dalam 
melihat peran dan fungsi Negara dalam kehidupan public. 
Kedua, perdebatan mengenai hubungan Negara dan agama menjadi penting 
karna persoalan ini merupakan gejala masyarakat yang berakar dari permasalahan 
lahirnya perubahan sekularisasi dalam sejarah pemikiran barat. Dalam konteks 
keindonesiaan perdebatan ini juga mendapat perhatian yang serius, terutama di awal 
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pembentukan Negara bangsa (nation state) Indonesia oleh para pendiri bangsa 
(founding father). 
Ketiga, masalah konstektualisasi tipe Negara merupakan suatu hal yang penting 
dalam hubungan Negara dan agama di Indonesia, di karenakan Indonesia merupakan 
Negara dengan komposisi masyarakat paling majemuk di dunia. Selain itu tingkat 
sentiment primordial dalam masyarakat Indonesia juga sangat tinggi, apalagi kalau hal 
ini di kaitkan denga persoalan plularitas agama. Keberagamaan hidup dalam beragama 
juga menjadi permasalahan penting dalam kehidupan bernegara. Meskipun agama 
islam merupakan agama mayoritas, namun dalam kehidupan bernegara fotmat 
hubungan Negara dan agama oleh pendiri Negara dirumuska dalam tipe Negara yang 
berlandaskan pada pancasila. 
Salah satu persoalan krusial dan telah cukup lama memancing debat dan 
kontroversi, khususnya di bawah pemerintahan Orde baru ialah, bagaimana menata 
hubungan antara agama dan Negara, terutama yang berkaitan dengan ideology 
pancasila. Masalah ini muncul karna sempat menguat anggapan di sebagian anggota 
masyarakat, bahwa kelompok islam tetap menyimpan niat terselubung untuk 
menggantikan pancasila dengan ideology Islam. Secara historis, anggapan ini dapat di 
mengerti mengingat betapa tajamnya perbedaan yang pernah muncul antara kubu 
pendukung “Islam politik” dengan kubu nasionalis sekuler. 
Sayangnya, anggapan seperti ini, lebih banyak di pengaruhi oleh usaha-usaha 
sebagian kelompok tertentu, baik dalam ruang lingkup Islam maupun non Islam, yang 
kemungkinan besar masih menyimpan dendam atau terus membangun stereotype guna 
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memojokkan citra politik umat Islam dalam konsep pergaulan berbangsa dan 
bernegara. Sementara itu, pada saat bersamaan penataan struktur politik terus di 
konstruksi di bawah kendali pemerintah Orde baru yang juga berpengaruh pada politik 
umat Islam. 
Peta persoalan semacam ini, oleh kalangan intelektual muslim, coba dan di kaji 
dan di sikapi sesuai dengan perspektif keislaman mereka, di antaranya adalah 
Nurcholish Madjid sering di sebut Cank Nur. Cak Nur terus berupaya mencari pijakan 
pijakan teologis, bagaimana sesungguhnya Islam bisa di bumikan,sebagai ajaran moral 
yang mampu memberikan makna dalam proses perubahan sosial, politik yang tengah 
berlangsung dalam dinamika politik bangsa.28 
Relasi agama dan negara, terkhusus di Negara Islam di Indonesia, menurut Cak 
Nur itu tidak di kenal dalam sejarah. Buktinya Nabi baru di makamkan tiga hari setelah 
wafatnya, akibat keributan umat soal suksesi, pola suksesi ini tidak jelas, sehingga 
terjadilah permasalahan yang sulit di selesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan 
bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dalam Islam. Ketidak jelasan 
pola suksesi dalam Islam juga di kemukakan olwh Abdurrahman Wahid, bahwa dalam 
soal suksesi Islam tidak konsisten, terkadang memakai istikhlaf, bai’at dan ahl al-hall 
wa al-aqdi (system formatur).padahal, dalam pandangan Abdurrahman Wahid, bahwa 
soal suksesi adalah soal yang cukup urgent dalam soal kenegaraan. Kalau memang 
Islam punya konsep, tentu tidak terjadi hal yang demikian. Tidak adanya bentuk baku 
                                                             
28Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, Zaman Baru Islam Indonesia, 
pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, 
Jalaluddin rachmat (Cet. 1; Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), h.168 
65 
 
sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk baku yang si 
tinggalkan Rasulullah, baik melalui Ayat Al-Qur‟an maupun Al-Hadits, membuat 
perubahan historis atas bangunan negara yang ada mwnjadi tidak terelakkan dan 
tercegah lagi. Dengan demikian,  maka kesepakatan akan bentuk negara tidak bisa lagi 
di andalkan pada dalil naqli, melainkan pada suatu kebutuhan masyarakat pada suatu 
waktu, inilah yang menyebabkan mengapa hanya sedikit sekali Islam yang berbicara 
tentang bentuk negara. Menuruttnya, Islam memang tidak mengatur tentang konsep 
kenegaraan. Yang ada dalam Islam hanyalah komunitas agama (kuntum khairah 
ummatin ukhrijat li al-nas) jadi yang ada itu khairah ummatin  bukan khairah 
dawlatin, khaira jumhuriyatin, apalagi, khaira namlakatin. 
Mengenai munculnya gagasan suatu negara Islam atau Islam sebagai Negara, itu 
tidak lain mengenai kecenderungan apologetic.29 Menurut Cak Nur Apologetic dapat di 
tinjau dari dua segi: 
Pertama, kemunculannya adalah apology terhadap ideologi ideologi barat seperti 
dmokrasi, sosialisme, komunisme dan lain lain sebagainya. Invasi kultural berupa 
ideologi-ideologi tersebut di respon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang 
melahirkan pandangan dan berujung dalam perjuangan Islam politik yang mencita 
citakan terbentuknya “Negara Islam”, sebagaimana terdapat suatu negara sosialis, 
demokratis, negara komunis, dan lain sebagainya. 
                                                             
29Nur Cholish Madjid, Menyegarkan Paham Keagamaan di kalangan Umat Islam 
Indonesia, dalam Islam kemoderenan Dan Keindonesiaan, (Bandung Mizan, 1987), h. 253 
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Kedua, pandangan legalisme sebagai suatu pandangan fikihisme yang begitu 
domonan di kalangan umat Islam, yang di buat untuk memenuhi kebutuhan system 
hukum yang mengatur pemerintah dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang seperti 
ini masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa 
untuk menegakkansuatu syari‟at maka harus di mulai dari negara sebagai element 
kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut Cak 
Nur, fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan jaman sekarang. 
Sedangkan perombakan secara total sehingga sesiai dengan kehidupan modern dari 
segala aspeknya sudah tidak menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, 
melainkan juga orang orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Cak Nur, 
hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkanhukum yang meliputi 
semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama.30 Dalam konteks ini, Cak Nur 
terobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan 
struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme 
Negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejewantahan tauhid, yang 
merupakan kekuatan spiritual yang mampu    fmelahirkan jiwa yang hanif, inklusif, 
demokratis serta menghargai pluralism masyarakat. 
 
                                                             
30Nur Cholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Wakaf 




Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Politik Hukum Islam 
A. Pemikiran Cak Nur Tentang Politik hukum  Islam 
Dalam pemikiran Nurcholish Madjid, biasanya melingkupi dua tema sekaligus, 
yaitu menyangkut persoalan agama Dan negara. Dalam cakupannya yang membahas 
tentang negara Cak Nur mencoba mengumpulkan beberapa pikiran tercecer yang 
seringkali di abaikan para politisi. Politik Islam adalah satu di antaranya yang 
merupakan sikap kritis cak nur sebagai intelektual yang gandrung akan perlunya 
menggairahkan proses demokrasi bergerak di antara kita. Proses demokrasi yang di 
maksud oleh Nurcholish Madjid ini adalah jika ia mampu membuka dinamika 
pengawasan dan pengimbangan masyarakat.1 
Nurcholish Madjid dengan pikiran jernihnya ia mampu menjelaskan suatu 
hubungan yang tak langsung antara agama dan negara, yaitu pada level pemikiran 
politik.agama lebih memberi dukungan keabsahan nilai-nilai politik yang membawa 
kepada kemaslahatan bersama. Karena sifat negara harusnya agama itu netral, maka 
bahasa bahasa politik itu pun harus bersifat umum. Dengan hal ini, maka Nurcholish 
Madjid mulai mengklasifikasikan pemikiran politik tersebut dalam beberapa tema 
pemikiran yaitu demokrasi, dan keterbukaan.2 
1) Pemikiran Tentang Demokrasi 
                                                             
1Edy A. Effendi, Dialid keterbukaan: Aktualisasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial 
politik Kontemporer (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1998), h.xvi 
2Nurcholish Madjid, Cita-cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 
1999), h. xiv 
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Salah satu pemikiran Nurcholish Madjid adalah menyoroti tentang persoalan 
demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang di maksud di sini ialah jika ia membuka 
dinamika pengawasan dan pengimbangan masyarakat. Dengan demokrasi yang di 
rumuskannya itu ialah, sekali untuk selamanya, sehingga tidak memberi ruang bagi 
adanya suatu perkembangan dan perubahan yang sesungguhnya adalah bukan 
demokrasi, melainkan kediktatoran. Dalam alur demokrasi yang di sampaikan 
Nurcholish Madjid sangat terasa perlunya partisipasi politik yang luas dan otonom 
dari masyarakat. 
Di bawah ini akan di uraikan beberapa tema pemikiran Nurcholish Madjid yang 
berkaitan dengan demokratisasi di Indonesia, antara lain: 
a. Oposisi 
Pada dasarnya orang tidak bisa mengembangkan demokrasi, kalau tidak 
terbiasa berfikir alternatif, karena itu akan berkaitan dengan dengan kesediaan untuk 
berbeda pendapat, dengan mendengarkan pendapat orang lain, dan menyatakan 
pikiran. Untuk salah satu lembaga yang di perlukan adalah lembaga oposisi. Yang 
seharusnya adalah kelembagaan dari suatu kecenderungan yang selalu ada dalam 
masyarakat, yaitu adanya sekelompok yang tidak setuju kepada hal yang belum 
mapan.3 
Oposisi menurut Nurcholish Madjid tidak perlu di pahami sebagai sikap yang 
menentang, sebab dalam oposisi ada pula segi to-supportnya, sehingga dalam konteks 
                                                             
3Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan Aktualisasi Nilai Islam dalam Wacana 
Sosial Politik kontemporer (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1998), h. 72 
69 
 
politik oposisi lebih merupakan kekuatan penyeimbang. Suatu chek and balance yang 
bisa membuat perasaan perasaan tersumbat tersalurkan. Yang pada dasarnya, 
perlunya oposisi bisa di mulai dengan suatu postulat yang sederhana sekali, yaitu 
bahwa masalah sosial dan politik tidak bia di pertaruhkan dengan itikad baik, sebab 
yang di pertaruhkan adalah itikad orang banyak. Dan kalau sesuatu itu sudah bersifat 
sosial yang mwnyangkut orang banyak, maka hal itu harus di persepsi dan di pahami 
secara baik baik, dan di pandang pula sebagai persoalan yang terbuka, di mana 
partisipasi menyangkut sebuah bentuk keharusan. Dan salah satu bentuk partisipasi 
ialah oposisi yakni suatu kegiatan sosial politik yang mengingatkan, jangan sampai 
kita menjadi korban yang fatal untuk suatu kenyataan yang sederhana, bahwa 
manusia itu bisa selalu salah. 
Di tambahkan oleh Nurcholias Madjid bahwa, oposisi itu juga bersifat 
kekeluargaan, akan tetapi tidak berarti dalam keluarga itu tidak saling mengingatkan 
adalah bentuk sederhana dari chek and balance. Sehingga oposisi tidak bertentangan 
dengan asas musyawarah mufakat.4 
b. Prinsip Musyawarah 
Pada dasarnya prinsip musyawarah tidak akan berjalanproduktif tanpa adanya 
kebebasan menyatakan pendapat, yang dalamtatanan modern  kehidupan 
bermasyarakat dan bernegaradilembagakan antara lain dalam kebebasan akademik 
dan kebebasan pers, tapi prinsip musyawarah itu juga akan di rusak oleh sikap-sikap 
                                                             
4Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan Aktualisasi Nilai Islam dalam Wacana 
Sosial Politik kontemporer (Jakarta: Paramadina, Cet. Ke-1, 1998), h. 27 
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absolutistic dan keinginan mendominasi wacana karena tidak adanya perasaan cukup 
rendah hati untuk melihat kemungkinan orang lain berada di pihak yang lebih baik 
atau lebih benar. Musyawarah yang benar adalah musyawarah yang terjadi atas dasar 
kebebasan dan tanggungjawab kemanusiaan: dasar tatanan masyarakat dan negara 
demokratis. 
Oleh karna itu pula demokrasi dengan cara musyawarah yang benar sebagai 
landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau 
egalitarianism yang kuat dan akan kandas adanya stratifikasi sosial yang kaku dan 
apriori dalam system system paternalistic. 
c. Prularisme 
Pluralism ini menjadi tema yang paling penting dan banyak mendapat sorotan 
dari sejumlah cendikiawan muslim, salah satunya termasuk Nurcholish Madjid. 
Karena di lihat dari segi geografisnya, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Di 
samping itu, secara sosial, Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat 
istiadat yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi, dan di sisi lain 
pula kebudayaan di Indonesia ini tidak bisa lepas dari sebuah sentuhan pengaruh 
kepercayaan dan agama-agama yang berkembang di dalamnya. Dengan hal ini maka 
sangat di perlukan kedewasaan politik, kesanggupan menerima perbedaan, dan 
menyelesaikan perbedaan tersebut dalam batas keadaban politik, karna sema ini 
merupakan hak yang sangat penting bagi demokrasi. 
Menurut Nurcholish Madjid, pluralism haruslah di pahami sebagai pertalian 
sejati kebinekaan dalam ikatan ikatan keadaban (genuine engagement of diversities 
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within the bonds of civility). Yang artinya pluralism adalah suatu tatanan masyarakat 
di mana kita harus bersedia untuk terlibat dalam keanekaragaman dan menyelesaikan 
persoalan dengan suatu keadaban. 
d. Kedaulatan Rakyat 
Kedaulatan rakyat adalah inti dari partisipasi umum rakyat dalam kehidupan 
bernegara. Adanya kesempatan melakukan partisipasi umum secara efektif adalah 
wujud sebenarnya dari kebebasan dan kemerdekaan. Oleh karena itu, seluruh cita cita 
kemasyarakatan dan kenegaraan sebagaimana di nyatakan dalam nilai nilai 
kesepakatan luhur dan muqoddimah UUD 1945, akan sirna tak bermakna tanpa 
adanya partisipasi umum rakyat. Bahkan kedaulatan negara dalam hubungannya 
dengan negara-negara lain pun adalah sebuah kelanjutan kedaulatan rakyat.   
2) Pemikiran tentang Keadilan 
Pada umumnya semua manusia ingin di perlakukan dengan adil, baik itu di 
bidang politik, hukum, maupun ekonomi. Di Indonesia ini, ketika kita melihat 
kebelakang persoalan ketidakadilan inilah yang seringkali menjadi sebuah penyebab 
terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat Indonesia. Di bawah ini akan di 
uraikan beberapa tema pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan 
persoalan keadilan, antara lain: 
  a. Keadilan Sosoal 
 kedaulatan ekonomi adalah kedaulatan yang di harapkan lahir dari adanya 
keadilan sosial, yang merupakan tujuan sebenarnya kita dalam bernegara, sebab 
dengan adanya keadilan sosial akan tumbuh sebuah sebab rasa ikut bpunya dan rasa 
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ikut serta oleh semua. Komitmen kepada uasaha untuk mewujudkan keadilan sosial, 
dengan ketegasan memperhatikan kepentingan hidup rakyat secara nyata. Sebuah 
pelajaran yang paling pahit dari pengalaman dalam bernegara akhir akhir ini muncul 
karena di abaikannya nilai keadilan sosial, di biarkannya praktek praktek kezaliman 
sosial berjalan dengan bebas dan merajalela. 
Dengan hal yang seperti itu, maka pembangunan ekonomi harus di rubah dari 
pola dan orientasi yang terlalu lebar membuka kerawanan terhadap kedaulatan rakyat, 
dan menjadi pola orientasi ekonomi rakyat patriotic.ketangguhan ekonomi rakyat 
dapat terwujud apabila kita mampu mengelola kekayaan alam kita secara mandiri, 
dengan kemampuan kreatifitas kita. Kemandirian ekonomi nasional di wujudkan 
dengan handalan ekonomi pertanian rakyat yang maju dan modern, dan dengan basis 
industry rakyat. Dalam system ekonomi global suatu hal yang tidak dapat di hindari 
hanya dengan ketangguhan ekonomi nasional itu kita akan mampu bersaing secara 
sehat, dengan hasil akhir kemenangan untuk kita semua tanpa merugikan pihak lain. 
  b. Ketaatan Hukum 
 Komitmen pribadi terhadap suatu nilai hidup yang luhur tidak akan bermakna 
apa apa apabila di wujudkan secara nyata dalam tindakan sehari hari. Komitmen 
pribadi kepada nilai luhur ini dapat di wujudkan dalam sebuah bentuk ketaatan 
pribadi kepada aturan hukum yang berlaku. Dan semua anggota masyarakat harus 
tunduk dan patuh kepada hukum dengan sikap teguh, konsekuen, berdisiplin dan 
penuh kesabaran dan ketabahan.  
  c. Pemberantasan Korupsi 
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 Gunnar midral, seorang ahli ekonomi swedia pemenang hadiah nobel 
sebagaimana di kutip oleh nurcholish madjid memasukkan Indonesia ked lam 
kelompok negara yang berkembang, sebagai kelompok negara lunak, yang di maksud 
dengan lunak di sini ialah tidak adanya disiplin sosial, dan menyalahgunakan 
kewenangan untuk kepentingan pribadi oleh orang orang yang mempunyai kekuatan 
ekonomi, politik, dan sosial. Kesempatan penyalahgunaan dalam ukuran besar itu 
terbuka untuk kelas atas, akan tetapi orang yang dari kelas bawah pun sering 
mendapatkan kesempatan untuk keuntungan kecil, dan ini di sebut sebagai gejala 
korupsi.5 
Korupsi adalah suatu system politik, yang bisa di arahkan oleh mereka yang 
berkuasa dengan tingkat ketepatan yang bisa di tenggang. Efek buruknya 
meningkatnya suatu korupsi ialah menyebarnya sikap sinis dalam kalangan 
masyarakat luas serta turunnya kemauan untuk bertahan melawan godaan menerima 
suap pada semua lapisan birokrasi. Korupsi juga mengintroduksi elemen tidak 
rasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana dalam pembangunan. 
3) Pemikiran Tentang Keterbukaan 
 Suatu hal yang patut kita terima dengan penuh syukur kepada tuhan ialah 
sebuah kesepakatan bahwa pancasila ialah sebuah ideologi terbuka. Pancasila 
merupakan idiologi modern, dan diwujudkan d zaman yang modern dan di tampilkan 
oleh seorang atau sekelompok orang dengan wawasan yang modern yaitu bapak 
pendiri republik Indonesia, dan di maksudkan untuk memberikan sebuah landasan 
                                                             
5Nurcholish Madjid, Dialog Keterbukaan..., op. cit., h. 199 
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filosofi bersama sebuah masyarakat plural yang modern, pancasila meripakan sebuah 
ideologi yang dinamis, karena wataknya yang dinamis tersebut membuat pancasila 
dapat di pahami dan di pandang sebagai idiologi terbuka. 
Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat dengan keanekaragamannya harus di 
beri kebebasan mengambil bagian aktif dalam usaha usaha menjabarkan nilai-nilai 
idiologi nasional dan mengaktualkannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha 
yang menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan 
masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk tetapi juga bagi idiologi nasional 
itu sendiri sebagai titik tolak pengembangan pola hidup bersma. Jadi pancasila, harus 
menjadi idiologi terbuka, sesuai dengan rancangannya sebagai landasan kehidupan 
sosial politik yang plural dan modern. 
Di bawah ini akan di uraikan beberapa tema pemikiran Nurcholish Madjid yang 
berkaitan dengan persoalan keterbukaan, antara lain: 
   a. Pandangan Sosial Politik 
 inti dari gerakan reformasi adalah kritik terhadap bentuk keadaan yang sedang 
berlaku, dan usaha untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik. Karena logika itu 
maka suatu reformasi tidak mungkin di mulai dari nol atau ketiadaan, betapapun 
radikal dan fundamentalnya perbaikan yang di usahakan. Maka gerakan reformasi 
harus di pandang sebagai kelanjutan wajar dan alamiah dari timgkat kemajemukan 
masyarakat dan dinamika perkembangannya. Menurut, Nurcholish Madjid, 
pandangan sosial politik ini abash belaka, sepanjang tidak secara kategoris melawan 
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dan menghalangi semangat titik temu kebaikan bersama antara semua golongan tanpa 
adanya sebuah pendeskriminasian. 
   b. Prinsip Bimbingan Hidup  
 Prinsip bimbingan idup yang sangat di perlukan oleh masyarakat yang bebas 
dan merdeka ialah sebuah kesetiaan terhadap hati nurani. Karena suara hati nurani 
selamanya bersifat individual, maka kesetiaan kepada hati nurani melibatkan sebuah 
perlindungan terhadap kebebasan hati nurani, misalnya, kebebasan hati nurani dapat 
mengambil bentuk nyata dalam kebebasan beragama. Sebab, dalam beragama, 
melalui keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang Maha Esa, kesucian nurani di 
kukuhkan. 
Setiap manusia yang pada hakekatnya memiliki sebuah sifat kebaikan dan 
kebenaran sebelum terbukti adalah sebaliknya. Penyimpangan dari fitrah yang harus 
di pandang sebagai faktor pengaruh negatif dari luar dirinya, yang sempat merusak 
fitrah itu akibat kelemahan kemakhlukannya. Karena faktor fitrah itu, maka setiap 
orang harus di jamin haknya untuk menyatakan pendapat. Tapi karena unsur 
kelemahan dan kemakhlukannya itu, maka setiap orang di tuntut untuk cukup 
merendah hati agar melihat kemungkinan dirinya salah. Interaksi positif dalam 
semangat optimism kemanusiaan hak diri pribadi untuk menyatakan pendapat dan 
kerendahan hati mendengarkan pendapat orang lain itu melahirkan ajaran dasar 
musyawarah. 
Dalam cara berpolitik, Nurcholish Madjid mengatakan bahwa orientasi 
keislaman yang kuat selalu di kaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. 
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Menurutnya hal ini di sebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai 
sebuah ideologi terhadap kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan 
nasional. Karena kaum muslimin mengemukakan gagasan politik yang yang tidak 
sesuai dan tidak sebangun dengan tuntutan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah 
prasangka politik yang berorientasi islam dengan pemerintah yang berorientasi 
nasional. 
Nurcholish Madjid mengutip pendepat Marshall G.S. Hodgson tentang praktik 
politik orang muslim, hodgson mengungkapkan bahwa sebenarnya perhatian terlalu 
cepat para pemoderen bersifat politis jika sesuatu yang khas muslim di maksudkan 
sebagai daya pendorong pertahanan dan perbahan sosial, maka Islam tentu 
berorientasi politis dan sosial. Maka mereka yang syariat peduli yang peduli sejarah 
dan tatanan sosial seperti itu. memang mereka yang hadis yang paling tegar 
mengkritik statusquo, seperti para pembaharu semisal kaum hanabilah. Terlebih lagi, 
sisi Islam yang paling tampak konsisten dengan masyarakat modern yaitu yang paling 
mencerminkan cosmopolitanisme merkantil, individualistis, dan pragmatis, 
bertentangan dengan norma norma aristokratik tatanan masyarakat agraris. 
Pramodern telah di bawah ulama syar’I. sebaliknya kaum Islam sufi yang menekan 
dimensi batiniyah keimanan yang lebih memperhatikan hubungan antar pribadi, telah 
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memenuhi kebutuhan kebutuhan tang muncul dalam lembaga sosial pada masyarakat 
pramoderen, dan sekarang cenderung secara politis bersifat konservatif.6 
Nurcholish Madjid juga menolak konsep negara Islam, hal itu di pertegasnya 
dalam ceramah kebudayaan di taman ismail Marzuki yang ke dua pada tahun 1972, 
yang mana sebagian isi ceramah itu sebenarnya merupakan pemikirannya terhadap 
epistemology Islam, terkhusus menyangkut dua pendekatan, yaitu, pendekatan imani 
yang menyangkut masalah masalah keagamaan yang ukhrawi, dan pendekatan Ilmiah 
yang meliputi masalah-masalah keduniaan. Baik tentang alam materi maupun sosial. 
Pendekatan imani menghasilkan ibadah kepada Allah yang akan berdampak pada 
penyempurnaan budi luhur manusia. Sementara pendekatan ilmiah harus bersifat 
rasional empiris yang menghasilkan konsep amal-amal sholeh. 
Nurcholish Madjid juga mengkritik konsep negara Islam yang di anggapnya 
sebagai sebuah apologia saja. Menurutnya, ada sebab mengapa umat Islam bersifat 
apologi terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Pertama, sikap defensive mereka 
terhadap serbuan ideologi-ideologi barat, seperti demokrasi, sosialisme, dan 
sebagainya yang bersifat totaliter. Umat Islam menjawab serbuan itu dengan konsep 
al din yang mencakup sebuah kesatuan agama dan negara, namun tidak d dasarkan 
dengan kajian Ilmiah, hanya merupakan apologia ilusif saja. Kedua, paham legalisme, 
yang hanya di hasilkan oleh tuntunan pendekatan fiqh di zaman modern telah 
                                                             
6Nurcholish Madjid, Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan (Jakarta: Mizan, 
Pustaka, 2008), h. 31 
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kehilangan relevansinya terhadap persoalan persoalan masyarakat yang dapat 
berubah. 
Negara misalnya, adalah suatu negara yang berdimensi nasional objektif, 
sedangkan agama berdimensi spiritual yang bersifat pribadi, keduanya memang 
saling berkaitan, namun tetap di bedakan jika negara ikut mengatur masalah agama 
dan kepercayaan, maka hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam sendiri yang tidak 
mengenal otoritas keagamaan tidak ada otoritas kependetaan atau otoritas ulama 
dalam Islam.7 
Dalam masalah kepemimpinan menurut Islam Nurcholish Madjid juga 
mengatakan bahwa kerja sama yang harmonis antara masyarakat dan pemimpin 
merupakan suatu keharusan, sebab pada diri manusia juga terdapat kekuatan dan 
kelemahan sekaligus. Kekuatan yang di peroleh karena hakikat kesucian asalnya 
berada dalam fitrah, yang membuatnya senantiasa berpotensi untuk benar dan baik. 
Adapun kelemahannya di akibatkan oleh kenyataan bahwa manusia di ciptakan oleh 
tuhan sebagai makhluk yang lemah. Manusia dapat saja meningkatkan kekuatannya 
dalam kerja sama, dan dapat memperkecil kelemahannya juga melalui kerja sama. 
Nurcholish Madjid juga menyebutkan dalam konteks kekinian, syarat pokok 
bagi pemimpin adalah harus mampu mengembangkan tradisi dialog dua arah, tidak 
menggurui dan juga tidak propokatif, maka suasana keterbukaan akan menjadi sebuah 
keniscayaan. Nurcholish Madjid membandingkan model kepemimpinan orde lama 
                                                             
7M. Dawam Rahardjo,  Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Berkebangsaan 
(Jakarta: Kencana Media, 2010), h. 47 
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dengan zaman reformasi, Nurcholish Madjid menyebutkan bahwa konsep 
kepemimpinan orde lama yeng cenderung dictator seperti halnya orde baru sudah 
tidak layak lagi di gunakan dalam zaman sekarang maupun di masa yang akan 
datang.8 
Dalam pemikirannya tentang politik hukum Islam, Nurcholish Madjid 
menyebutka ada tiga pokok permasalahan yang harus di hadapi oleh umat Islam 
yaitu: 
1. perlinya cara pemahaman yang lebih maju terhadap ajaran Islam dengan cara tidak 
terjebak dalam paham tradisionalisai Islam, yakni dengan konsep sekularisasi yang 
menurut beliau tidak menjurus kepada konsep sekularisme 
 2.Perlunya cara berfikir yang lebih bebas, sehingga umat Islam tidak lagi  
terkungkun dalam kekangan doktrin yang membatasi umat Islam dalam 
mengembangkan wawasan mereka di bidang politik. 
  3. Perlunya idea of progress dan sikap yang lebih terbuka terhadap umat lainnya. 
  Ia mengatakan bahwa, muatan ideologis dalam Islam hendaknya di buang, 
dengan demikian, Islam sebagai aldin tidak akan mengalami reduksi maknanya. 
Menurut, Nurcholish Madjid Islam harus di definisikan lebih inklusif mencakup siapa 
saja dalam system keimanannhya, termasuk muslim. 
Menurut Nurcholish Madjid, agama bernilai mutlak, dan tidak berubah menurut 
suatu perubahan waktu dan tempat. Tetapi budaya, dapat saja berubah dari waktu ke 
                                                             
8Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Politik: Analisis Kritis Prmikiran 
Nurcholish Madjid (Jakarta: Rajawali Press. 2004), h. 63 
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waktu maupun dari tempat ke tempat. Agama merupakan sesuatu yang primer 
sedangkan budaya merupakan sesuatu yang sekunder. Budaya dapat merupakan 
ekspresi hidup keagamaan, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama 
berdasarkan suatu budaya. Dengan pernyataan seperti ini maka agama dapat di 
katakana sesuatu yang absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, dan budaya 
dapat di katakana sebagai sesuatu yang relative, terbatasi oleh ruang dan waktu.9 
Pesoalannya bukan terletak pada perkara apakah suatu hasil dialog antara 
keuniversalan Islam dengan kekhasan suatu kawasan dan zaman Itu abash atau tidak, 
melainkan hasil dari sebuah dialog kultural dari kedua aspek: universal partikular, 
tidak abash, akan tetapi juga merupakan suatu kreatifitas kultural yang berharga. 
Dengan kreatifitas itulah suatu system ajaran universal seperti agama menemukan 
relevansinya dengan tuntutan khusus yang nyata pada pemeluknya. 
 Nilai keberlakuan sebuah manivestasi atau ekspresi keagamaan tidaklah 
mutlak, akan tetapi di letakkan seberapa kuat relevansinya dengan tuntutan zaman 
dan tempat. Karena itu, di mungkinkan upaya yang meningkatkan atau mengubahnya 
dan menggantikannya sama sekali, dalam semangat kesadaran dan kenisbian 
temporalnya dalam ruang dan waktu. Ini menggambarkan dengan apa yang telah di 
katakana Nurcholish Madjid sebagai adanya suatu kontinuitas dan kezamanan, 
sekaligus tuntutan untuk belajar dari masa lalu dalam rangka mempertahankan mana 
saja unsur unsur positif dan membuang unsur-unsur negatif, kemudian 
menggunakannya untuk meningkatkan kecakapan mengambil unsur unsur apa saja 
                                                             
9Nurcholish Madjid,  Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 45 
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yang lebih baik dari masa kini dan masa depan yang di perkirakan. Dengan begitu, 
suatu pandangan memiliki tidak saja keabsahan yang di perlukan sebagai sumber 
dinamika pengembangannya tetapi juga keterkaitan dengan tuntutan nyata menurut 
perkembangan zaman. Hanya dengan itu Nurcholish Madjid, mengklaim tentang 
suatu system ajaran seperti Islam sebagai rahmatanlil alamin dan cocok untuk segala 
zaman dan suatu tempat.10 
B.   Analisis Pandangan Cak Nur Tentang Politik Hukum Islam 
Syariah Islam pada dasarnya merupakan syariah yang sifatnya universal, 
berlaku tanpa di batasi oleh batas territorial seperti negara dan kerajaan. Syariah juga 
tidak di tunjukkan untuk sekelompok ras dan banga tertentu. Karena Islam bersifat 
universal maka hukum hukum Islam bersifat applicable di setiap suatu negara, namun 
demikian, tidak semua negara di dunia menerapkan hukum Islam.  
Usaha pencarian konsep suatu negara mesupakan salah satu isu sentral dalam 
sejarah pemikiran politik. Tak terkecuali pemikiran politk Islam. Pemikiran politik 
Islam sesungguhnya merefleksikan upaya pencarian landasan intelektual bagi fungsi 
dan peranan negara atau pemerintah sebagai faktor instrumental untuk memenuhi 
suatu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah, maupun batiniah. 
Pemikiran politik dalam hal Ini merupakan ijtihad politik dalam rangka menemukan 
nilai-nilai Islam dalam konteks system dan proses politik yang sedang berlangsung.11 
                                                             
10Nurcholish Madjid,  Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 41 
11Abu Zahro, Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Bandung: 
Bandung ITB Press 1998), h. 43 
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Di kalangan masyarakat Islam ini pada umumnya kurang melihat antara 
hubungan politik dan suatu agama. Hal ini antara lain d sebabkan oleh karna pahaman 
kurang utuh terhadap cakupan Islam itu sendiri. Kuntowijoyo, misalnya mengatakan 
bahwa banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri tidak sadar bahwa Islam bukan 
hanya agama, tetapi juga merupakan sebuah komunitas ummat tersendiri mempunyai 
pemahaman, kepentingan, dan tujuan politik. Banyak orang yang beragama Islam, 
tetapi ia hanya menganggap Islam sebagai agama individual dan lupa kalau Islam 
juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, 
struktur dan mampu melakukan aksi bersama. 12 
Nurcholish Madjid merupakan ikon pembaharuan pemikiran dan gerakan Islam 
di Indonesia. Gagasannya tentang politik, khususnya politik hukum Islam telah 
mengundang reakdi kontroversi dari berbagai kalangan. 
Nurcholish Madjid merupakan salah satu tokoh pemikir pembaruan dalam 
dunia politik Islam di Indonesia. Pengakuan atas perannya dalam dunia politik 
tampak dalam kenyataan pada pemikiran dan tulisannya di berbagai media di tanah 
air. Dalam menggambarkan peta pemikiran politik Islam, Nurcholish Madjid lebih 
banyak berkaca pada pemikiran para pemikir teologis filosofis berat sehingga 
pemikiran politik yang ia kembangkan cenderung liberal dan bertentangan dengan 
ajaran Islam. 
                                                             




Dalam cara berpolitik, cak nur mengatakan bahwa orientasi keislaman yang 
kuat selalu di kaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Menurutnya, hal ini di 
sebabkan Islam memainkan suatu peranan konsisten sebagai sebuah ideologi terhadap 
kolonialisme. Peranan ini menghasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslim 
mengemukakan gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan 
tuntunan praktis era sekarang, sehingga tumbuhlah suatu politik yang berorientasi 
Islam dengan pemerintah yang berorientasi nasional. Dalam pandangannya tentang 
politik hukum Islam, Caknur menyebutkan ada tiga pokok permasalahan yang harus 
di hadapi oleh umat Islam, yaitu: pertama, perlunya cara pemahaman yang lebih maju 
terhadap ajaran Islam dengan cara tidak terjebak dalam paham tradisionalisasi Islam, 
yakni dengan konsep sekularisasi yang menurut beliau tidak menjurus ke konsep 
sekularisme. Kedua, perlunya cara berfikir yang lebih bebas, sehingga umat Islam 
tidak lagi terkungkung dalam kekangan doktrin yang membatasi umat Islam 
mengembangkan wawasan mereka dalam bidang politik. Ketiga, perlunya idea of 
progress dan sikap yang lebih terbuka terhadap umat lain. 
Ketika, Nurcholish Madjid mengatakah bahwa konsep pembentikan negara 
Islam adalah apologia semata, ia melihat bahwa watak dasar nasionalisme, 
sosialisme, dan paham moderen yang lain adalah paham yang bersifat totaliter, yang 
berarti secara menyeluruh ingin mengatur atau merekayasa kehidupan masyarakat. Ia 
memperkirakan bahwa konsep negara Islam di munculkan untuk menandingi paham 
paham sosialis, demokrasi atau lainnya. Dalam hal ideologi, Nurcholish Madjid 
menjelaskan bahwa Islam itu sendiri bukan sebuah teori atau ideologi, lebih jauh ia 
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mengatakan bahwa dalam bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi 
syariah dan lebih dekat dengan filsafat dengan dinamika dan wataknya sendiri.13 
Berbicara tentang konsep negara Islam, Nurcholish Madjid dapat menyebutkan 
bahwa, konsep negara Islam merupakan sebuah distorsi hubungan proposional antara 
agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya 
adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang 
dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Lebih lanjut ia menyebutkan, memang antara 
negara dan agama tidak dapat di pisahkan, yaitu terdapat pertalian yang tak dapat di 
pisahkan antara motivasi dan sikap bernegara melalui warga negara. Namun di antara 
keduanya tetap harus di bedakan dalam dimensi dan metodologina. Karena suatu 
negara tidak mungkin menembus dimensi spiritual guna mengatur dan mengawasi 
serta mengurus sikap bathin warga negara, maka tak mungkin pula memberikan 
predikat keagamaan pada negara tersebut.14ini menunjukkan bahwa cak nur bukanlah 
pendukung politik Islam , ini dpat di buktikan dalam pernyataannya bahwa Islam 
bukanlah system politik. 
Nurcholish Madjid selalu menekankan bahwa pentingnya mencari persamaan di 
semua agama. Sikap memisahkan diri dari universalitas peradaman manusia hanya 
akan menyempitkan Islam sendiri, sebagai cara hidup bagian yang cukup besar dari 
umat manusia. Inklusifitas Islam haruslah di pertahankan kalau vitalitas agama 
terakhir itu ingin dapat di lestarikan. Sebab, keharusan mengembangkan inklusivitas 
                                                             
13Faridi, Agama Jalan Kedamaian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.47 
14Hartono Ahmad Jaiz, Kursi Panas Pencalonan Nurcholish Madjid sebagai 
Presiden (Jakarta: Darul Falah, 2003), h. 78 
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Islam itu, dalam pandangan cak nur hanya dapat terwujud dalam lembaga politik 
Islam. Terkenal sekali semboyan cak nur yang berbunyi “Islam Yes, Partai Islam 
No”. 
Begitu banyak sekali hasil kontemplasi caknur dalam khazanah keilmuan. 
Pemikiran Caknr memang sangat relevan dengan keadaan sosial para pelaku politik, 
terutama para perilaku para elite politik. Dalam bukunta Islam doktrin peradaban, 
Caknur terkesan mengenyampingkan partai Islam. Pemikiran Caknur dalam kancah 
politik perlu di kritisi lagi. Meskipun Caknur menyadur perilaku etika politik yang di 
lakukan oleh nabi dan sahabat, namun itu hanya sebatas nilai nilai saja. Sehingga di 
sini pandangan politik hukum Islam caknur sangatlah lemah ketika di kaitkan dengan 
politik Islam dan pranata-pranata sosial Islam lainnya dalam tradisi keilmuan Islam 
merupakan bagian dari syariah. Itu juga karena Cak nur hanya mengambil sebagian 
saja baik dari waktu maupun segi cakupannya. Piagam madinah yang sering di sebut 
Cak nur sebagai nuktah-nuktah kesepakatan antar golongan untuk mewujudkan 
politik bersama. 
Sementara itu, aspek yang di kemukakan Cak nur hanya dari segi nilai-nilai dan 
etikanya saja, padahal yang dominan pada masa madinah justru legislasih dalam 
bentuk syariah yang menjadikan sebagian prinsip-prinsip dalam oiagam madinah itu 
berlaku lagi, seperti persamaan di antara kelompo-kelompok masyarakat karena 
kelompok yahudi kemudian menjadi non muslim yang mendapatkan perlindungan, 
yang hak dan kewajibannya sama dengan muslim. 
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Cak nur kecewa dengan partai Islam yang di anggapnya strukturalis, legalistic, 
dan formalistic. Sehingga cak nur mendeklarasikan pada perjuangan kulturasi nilai 
nilai keislaman pada sosio kultural masyarakat, bukan ke wilayah partai Islam. Di 
samping itu, sebagai agama, Islam tidak akan kalah, orang Islam lebih efektif menjadi 
oposisi sambil belajar untuk menjadi berkuasa. Jika partai-partai Islam merupakan 
wadah ide-ide yang hendak di perjuangkan berdasarkan Islam, telah jelas bahwa ide-
ide tersebut sudah tidak menarik untuk masa sekarang. Karena ide tersebut sekarang 
telah menjadi absolute, memfosil, dan kehilangan dinamika. Dalam sebuah 
kenyataannya partai Islam yang ada malah gagal dalam membangun citra positif dan 
simpatik bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Misalnya, semakin banyaknya umat 
Islam yang melakukan korupsi. Cak nur tidak setuju untuk di jadikannya Islam 
sebagai ideologi politik.baginya yang terpentimg adalah membentuk masyarakat yang 
sudah ada menjadi lebih Islami dengan pendekatan kultural yang bisa di lakukan. 
Sebagaimana telah di ketahui bahwa, partai Islam muncul setelah Indonesia 
merdeka. Partai-partai tersebut bertarung pada pemilu tahun 1955 dan banyak yang 
mengalami kegagalan. Hingga akhirnya pada masa soeharto partai-partai tersebut di 
fusikan dalam satu partai, yaitu PPP. Setelah terbukanya pintu reformasi, partai Islam 
bermunculan kembali namun tetap kalah oleh partai nasionalis. Posisi yang lebih baik 
di terima oleh PKB dan PAN yang menggunakan pancasila sebagai ideologi partanya. 
Meskipun di satu sisi keduanya dapat di untungkan dengan adanya basis massa yang 
besar NU dan Muhammadiyah, namun di sisi lain pengguna ideologi pancasila pada 
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dua partai tersebut menunjukkan sikap terbuka keduanya dalam menyikapi 
keberagaman Indonesia. 
Di lain pihak dia mendukung adanya partai golkar karena kaitannya dengan 
alumni HmI yang duduk di kursi DPR akan hilang. Ketika kita melihat kembli sejarar 
perpolitikan di masa rasul, rasul telah menjalankan politik secara kultural maupun 
structural. Sehingga dapat kita katakan bahwa,  kalau memang Islam di artikan 
sebagai nilai kultural semata, akan di kemanakan identutas Islam tersebut. Padahal 
agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan, 
semenjak awal mula para ulama, para ahli hukum telah merinci agama Islam sebagai 
aqidah, syariat, akhlak. 
Dapat d katakana bahwa zaman nabi ialah Islam yes politik Islam yes. Dari 
pandangan Caknur tentang politik di atas, sangat kurang relevan dengan konsep 
politik yang di lakukan oleh nabi Muhammad. Itu dapat di lihat dari latar belakang 
sejarah, yaitu sebagai negara yang heterogen, negara madinah sama dengan 
Indonesia. Meskipun di lakukan system politik secara structural dan kultural 
kenyataannya banyak golongan yang menerima. Sehingga perjuangan umat Islam 
dapat menanamkan nilai-nilai keislaman adalah dengan partai Islam. 
Di samping itu Caknur sangat tidak berani mengatakan partai Islam yes, karena 
waktu itu takut dengan kekuasaan Suharto. Yang pada tahun 70 an cengkramannya 
sangat terasa. Apalagi statemennya meng mengatakan bahwa kekalahan partai Islam 
adalah karena symbol Islam ini sangat tidak beralasan seharusnya yang di kritik 
adalah umat Islam yang berpolitik bukan masalah symbol. Dalam tradisi keilmuan 
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islamnya, pemikiran politik, itu tidak terlepas dari siyasah syari’ah atau pengaturan 
negara, dan ilmu siyasah syari’ah atau ilmu tentang pengatutan agama, yang juga di 
sebut sebagai fiqih siyasah. Yang artinya tidak mungkin membahas pemikiran politik 
Islam secara komprehensif tanpa menyinggung aspek syariah. 
Pandangan Cak Nur juga kehilangan semangat ideologisnya, karena sejala 
santrinisasi dalam masyarakat indonsesia, mereka berusaha melaksanankan ajaran 
Islam secara komprehensif. Hal ini, tentu sangat membutuhkan adanya kebijakan 
negara atau peraturan perundang undangan yang mendukung. Dengan kondisi yang 
demikian ini aspirasi umat baik dari segi substansi atau cara untuk memperjuangkan 
aspirasi mereka. Tidak hanya bersifat structural melainkan bersifat kultural. 
Munculnya kembali partai-partai Islam pada era reformasi baik yang dengan 
tegas memakai asas Islam maupun tidak, menunjukkan kecenderungan aspirasi ini, 
orientasi ini, memang tidak pernah pudar dalam masyarakat Islam di manapun 
berada, karena secara doktriner Islam memang tidak bisa di pisahkan dengan 
persoalan kenegaraan. Agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang 
saling membutuhkan, keduanya ini berbeda dan tidak menyatu akan tetapi ia saling 
membutuhkan. Maka dari itu Islam di lihat sebagai satu system kehidupan yang 
lengkap, meliputu system spiritual, system moral, system politik, dan system 
ekonomi. 
Dari beberapa uraian di atas dapat di ambil sebuah implikasi bahwa ide Cak 
Nur tentang umat Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar untuk menjadi 
berkuasa adalah kurang relevan dengan perilaku politik yang telah di laksanakan oleh 
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Nabi. Di kota madinah, selain menjalankan nilai-nilai Islam secara kultural, nabi juga 
menjalankan Islam secara structural. Keadaan sosiologis di kota madinah tidak jauh 
beda dengan Indonesia, yaitu masyarakatnya sama sama heterogen. Banyak 
perbedaan suku maupun budaya di madinah. Namun kenyataannya nabi dapat 
membawa Islam secara kultural dan structural. Selain itu, yang di jadikan sebagai 
bahan perhatian adalah bukan masalah partai membawa nama Islam, namun 
bagaimana umat Islam membuktikan bahwa partai Islam merupakan representasi dari 
etika perpolitikan nabi. Bagaimana mungkin umat Islam belajar kalau tidak secara 
structural. Meskipun waktu itu partai Islam gagal. Dengan kegagalan itu di harapkan 
partai Islam mampu intropeksi diri agar lebih hati hati dan waspada dalam berpolitik. 
Dalam pembahasan di atas, nurcholish Madjid ingin menjelaskan antara politik 
Dan Islam merupakan dua hal yang berbeda. Politik cenderung kepada urusan 
duniawi, sedangkan Islam merupakan bentuk kepercayaan yang di anggap sebagai 
sesuatu yang sakral ukhrawi. Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur 
atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegakberdiri di atas formalisme negara dan 
pemerintahan. Akan tetapi, Islam sebagai pengejewantahan tauhid, yang merupakan 
kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta 
menghargai pluralisme masyarakat. Jadi konsep ajaran Islam adalah suatu distorsi 
hubungan proposional antara negara dan agama. Negara baginya, merupakan aspek 
kehidupan duniawi yang dimensinya rasinal dan kolektif. Sedangkan agama 
merupakan segi lain yang dimensinya spiritual individual. Antara agama dan negara 
memang tidak bisa di pisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus di bedakan 
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dalam imensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Cak Nur menolak Islam di 
pandang sebagai ideologi sebab akan merendahkandan mendiskreditkan agama 
sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia. 
Dengan mengutip pendapat Talcoot Parson, Cak Nur mrnunjukkan bahwa 
sekularisasi sebagai suatu proses sosiologis, lebih banyak mengisyaratkan pengertian 
pembahasan masyarakat dari belenggu takhayul dalam beberapa aspek kehidupannya, 
dan tidak berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma dan nilai 
kemasyarakatan. Jadi, Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia 
menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensi-
esensinya, bukan untuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah 
suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada 
keharusan dalam Islam, karena membentuk negara itu memberikan beberapa prinsip 
yang di pakai dalam mewujudkan masyarakat yang di maksud yaitu: pertama, 
pemerintahan yang adil dan demokratis atau musyawarah, kedua, organisasi 
pemerintah yang dinamis, ketiga kedaulatan. 
Politik hukum Islam menurut Cak Nur tidak di maksudkan sebagai penerapan 
politik dan mengubah kaum muslimin menjadi politikus. Akan tetapi di maksudkan 
untuk menduniawikan nilai-nilai yang semestinya duniawi, melepaskan umat Islam 
dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Dengan demikian pula, kesediaan 
mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan 
kenyataan kenyataan material, moral, ataupun historis, menjadi sifat kaum muslimin. 
Lebih lanjut sekularisasi di maksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi 
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manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Fungsi sebagai khalifah Allah itu 
memberikan ruang bagi adanya kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih 
sendiri cara dan tindakannya dalam rangka perbaikan hidupnya d muka umi ni. 
Pemahaman keagamaan menutur Cak Nur lahir daripada usaha usaha keras 
manusia terhadap pesan pesan yang di sampaikan Tuhan, sehingga jelas 
mengisyaratkan adanya intervensi manusia dalam memahamiagama itu sendiri. 
Dalam memahami agama itu sendiri tidak boleh di sakralkan, sehingga di perlukan 
secara kontinyu usaha-usaha membangkitkan kembali ilmu pengetahuan yang telah 
hilang di masa masa kejayaan masyarakat salaf untuk memahami kembali pesan 
pesan agama. Matinya ilmu pengetahuan dalam Islam adalah akibat melemahnya 
kondisi sosial politidan ekonomi dunia Islam, di sebabkan oleh percekcokan yang 
tidak habis-habisnya di kalangan mereka tidak dalam bidang bidang pokok melainkan 
dalam bidang bidang kecil seperti masalah fiqih dan peribadatan.perdebatan itu justru 
di akhiri dengan menutup sama sekali pintu ijtihad, dan mewajibkan setiap orang 
taqlid kepada para pemikir keagamaan yang telah ada, yang berakibat mematikan 
kreatifitas individual dan sosial kaum muslimin. 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita pahami bahwa, Cak Nur menyesalkan 
keputusan para pemuka Islam untuk menutup pintu ijtihad. Sehingga yang terjadi 
adalah umat Islam kehilangan kreatifitas dalam kehidupan duniawi, dan mengesankan 
seolah olah mereka telah memilih untuk berbuat, dengan kata lain mereka kehilangan 
semangat ijtihad. Ketika kita lihat apa yang terjadi ada umat Islam sekarang ialah, ia 
cenderung memahami Islam hanya dari satu ilmu trsdisional Islam saja, yakni ilmu 
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fikih yang telah membidangi segi formal peribadatan dan hukum, sehingga tekanan 
orientasinya sangat eksoteristik, dalam mengenal hal hal yang lahiriah. Sementara 
ilmu tradisional lain, yakni falafah, kalam, dan tasawuf masih kalau mendalam dan 
meluas. 
Cak Nur menginginkan umat Islam tidak secara parsial memahami Islam 
dengan hanya menekankan pada masalah fiqiyah. Apalagi fiqih itu sendiri tidak lebih 
merupakan usaha usaha ulama dalam mengkontekstualisasikan ajaran Islam. Secara 
logis karena ulama itu sendiri adalah manusia, maka tafsiran ulama tersebut tidak di 






Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam ba-bab 
sebelumnya tentang pandangan Nurcholish Madjid tentang politik hukum Islam, 
maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Politik hukum Islam menurut Nurcholish Madjid adalah orientasi keislaman 
yang kuat dan selalu di kaitkan dengan oposisi terhadap pemerintah. 
Menurutnya, hal ini di sebabkan bahwa Islam memainkan suatu peranan 
konsisten sebagai suatu ideologi terhadap kolonialisme. Peranan ini 
menhasilkan kemerdekaan nasional, karena kaum muslimin mengemukakan 
gagasan politik yang tidak sesuai dan tidak sebangun dengan tuntutan praktis 
era sekarang, sehingga tumbuhlah prasangka politik yang berorientasi Islam 
dan pemerintah yang berorientasi nasional. Cak nur menjelaskan bahwa Islam 
itu sendiri bukan sebagai teori atau ideologi, lebih jauh ia mengatakan, dalam 
bidang politik Islam berada pada posisi yang mengiringi syariah dan lebih dekat 
dengan filsafatdengan dinamika dan wataknya sendiri. Konsep negara Islam 
adalah sebuah distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara 
adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan 
kolektif, sementara agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah 
spiritual dan pribadi. 
2. Politik hukum Islam menurut Cak nur tidak di maksudkan sebagai penerapan 
politik dan mengubah kaum muslimin menjadi politikus. Akan tetapi ia di 
maksudkan untuk menduniawikan nilai nilai yang sudah semestinya dumiawi, 
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dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawi kannya. 
Dengan demikian kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali 
kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan kenyataan material, moral, maupun 
historis, menjadi sifat kaum muslimin. Lebih lanjut, sekularisasi di maksudkan 
untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di 
bumi. Fungsi sebagai khalifah Allah itu memberikan ruang bagi adanya 
kebebasan manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan-
tindakan dalam rangka perbaikan perbaikan hidupnya di atas bumi ini. 
B. Saran-saran 
Adapun saran penulis terkait pandangan Nurcholish Madjid tentang politik 
hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Semua pemikiran tokoh pembaruan Islam terkhusus Nurcholish Madjid 
menunjukkan agar umat Islam bisa lebih maju dan bisa menerima hal yang 
rasional untuk menghadapi perkembangan manusia dan zaman. 
2. Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat 
yang lainnya, kemudian di pilih pendapat yang relevan dengan kondisi dan 
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